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1 RS Sudah Mempunyai Infrastruktur IT ( Jaringan, komputer dan server )
.

2. Rs Mempunyai minimal  1 orang SDM IT ( Programer )
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Pengisian Self Assessment Kesiapan 
infrastruktur dan SDM RS.

  Email: infomonev.yankes@gmail.com   

Telepon: 021   5201590 ext 1303

kontak

 SOP Permohonan Aplikasi SIMRS GOS V2

 Perawatan dan Pengembangan SIMRS Dilakukan 
 Oleh RS Masing-Masing ( Internal RS Atau Pihak Ketiga ).

06

RS Membuat Permohonan Penggunaan 
simrs GOS Kepada Sesditjen Pelayanan Kesehatan
 ( Surat Resmi).

Pengiriman Permohonan (Surat Dan Assessment) 
Melalui http://link.kemkes.go.id/simrsgos

Penyerahan Aplikasi SIMRS GOS Kepada RS 
(Akses Download).

Pemberian izin Pengunaan Oleh Sesditjen Pelayanan 
Kesehatan.

Silakan hubungi :
Tim informasi dan humas
Sekretariat direktorat jenderal pelayan kesehatan.

http://link.kemkes.go.id/simrsgos



 ementerian Kesehatan bertugas melaksanakan   
 pembangunan kesehatan yang berada di lingkup kewenan 
 gannya dan mengorganisasi pemangku kepentingan lain  
 dalam rangka pencapaian target nasional pembangunan 
kesehatan. 
Sehingga kita memerlukan suatu strategi dan arah kebijakan bidang 
Kesehatan yang adaptif dan responsive untuk menjawab semua 
tantangan yang ada melalui Transformasi Sistem Kesehatan. 
Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melakukan transformasi  
Sistem Kesehatan agar visi Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat 
yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan dapat segera kita raih 
sebagaimana tertuang di dalam RPJMN.
 Salah satu pilar yang terkait perumahsakitan sebagai 
penopang kesehatan Indonesia adalah Transformasi Layanan Rujukan 
dimana di fokuskan pada perbaikan dan peningkatan akses dan mutu 
layanan kesehatan. 
 Dalam mendukung transformasi layanan rujukan dikembang-
kan beberapa program prioritas yang terdiri dari peningkatan mutu 
dan keselamatan pasien, pengembangan Center of Excellence, one 
stop service, sister hospital, digitalisasi layanan rujukan, strati�kasi 
dan jejaring pengampuan layanan prioritas, Academic Health System, 
sistem rujukan terintegrasi berbasis kompetensi dan penanganan 
kedaruratan pra-hospital 119, agar tercapai peningkatan akses dan 
mutu pelayanan Kesehatan yang diharapkan oleh masyarakat.
 Akreditasi Fasyankes merupakan salah satu upaya peningka-
tan mutu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Selain itu juga sebagai implementasi Transformasi Kesehatan Layanan 
Primer dan Transformasi Kesehatan Layanan Rujukan. 
Saat ini indikator yang digunakan untuk menilai bahwa pelayanan ini 
baik atau tidak dengan melihat apakah Fasyankes tersebut 
terakreditasi. 
 Perlunya akreditasi bagi Puskesmas dan klinik adalah sebagai 
jaminan kepada Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan telah 
sesuai dengan standar yang berlaku yang akan menjamin keamanan 
dan keselamatan dalam proses pelayanan.
 Warta Yankes pada Edisi Tahun 2023 ini menyajikan berbagai 
informasi terkait transformasi layanan kesehatan rujukan dan peran 
pemerintah dalam pemerataan pelayanan kesehatan hingga ke 
pelosok negeri. Dapatkan juga informasi seputar kesehatan lainnya.
Pada kesempatan ini, Redaksi mengucapkan selamat atas disahkann-
ya Undang-Undang Kesehatan yang memberikan perlindungan 
kepada warga negara.

      
Selamat Membaca ! 

K
dr. Andi Saguni, MA
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MENDORONG LAYANAN RUJUKAN 
DAPAT DIAKSES OLEH SELURUH 
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        ndonesia sebagai negara              
        kepulauan dengan jumlah   
        penduduk yang besar sangat  
        memerlukan fasilitas 
pelayanan kesehatan, dan 
tenaga kesehatan yang kompe-
ten dengan jumlah memadai. 
Fasilitas pelayanan kesehatan 
rujukan yang belum merata 
hingga ke pelosok daerah 
menjadi salah satu faktor penye-
bab rendahnya status kesehatan 
di negara ini. Terlebih lagi 
kualitas layanan rumah sakit 
yang sesuai standar dan kemam-
puan rumah sakit untuk mendi-
agnosa penyakit prioritas belum-
lah optimal terutama di daerah.  
Masyarakat yang menderita 
penyakit kanker, jantung dan 
stroke membutuhkan waktu 
tunggu yang lama untuk 
mendapatkan layanan Keseha-
tan karena kurangnya rumah 
sakit yang mampu untuk 
melayani penyakit-penyakit 
tersebut.  
 Karena hal-hal tersebut 
diatas, Kementerian Kesehatan 
berkomitmen untuk melakukan 
transformasi Sistem Kesehatan 
agar visi Indonesia yaitu mewu-
judkan masyarakat yang sehat, 
produktif, mandiri dan 
berkeadilan dapat segera kita 
raih sebagaimana tertuang di 
dalam RPJMN dengan 5 
target/sasaran. Transformasi 
Kesehatan yang terdiri dalam 
enam pilar transformasi untuk 
memperbaiki, melakukan 
percepatan dalam meningkatkan 
status kesehatan masyarakat. 
Enam pilar transformasi ini yaitu 
transformasi layanan primer, 
transformasi layanan rujukan, 
sistem surveilans berbasis 
laboratorium dan ketahanan 
tanggap darurat, transformasi 
system pembiayaan kesehatan, 
transformasi SDM  kesehatan, 
dan transformasi teknologi 
kesehatan dalam

 teknologi informasi dan biote-
knologi. Dalam pilar tranformasi 
layanan rujukan berfokus dalam 
peningkatan akses dan mutu 
layanan rumah sakit dengan 
meningkatkan kompetensi yang 
didukung dengan sarana, 
prasarana, alat kesehatan dan 
SDM serta pengembangan 

layanan pada 10 (sepuluh) 
pelayanan prioritas yang menye-
babkan angka kesakitan, disabili-
tas, dan angka kematian terting-
gi yang menyebabkan beban 
pembiayaan yang tinggi yaitu 
Kanker, kardiovaskular, Stroke, 
uronefrologi, Kesehatan Ibu dan 
Anak, Diabetes Melitus, Tuberku-
losis dan Respirasi, Gastrohepa-
tologi, Penyakit Infeksi Emerging 
dan Kesehatan Jiwa. 
 Dalam mendukung 
transformasi layanan rujukan 
dikembangkan beberapa 
program prioritas yang terdiri 
dari peningkatan mutu dan 
keselamatan pasien, pengem-
bangan Center of Excellence, one 
stop service, sister hospital, 
digitalisasi layanan rujukan, 
strati�kasi dan jejaring pengam-
puan layanan prioritas, Academic 
Health System, sistem rujukan 
terintegrasi berbasis kompetensi 
dan penanganan kedaruratan 
pra-hospital 119, agar tercapai  
peningkatan akses dan mutu 
pelayanan 

Kesehatan yang diharapkan oleh 
masyarakat.

Jejaring Pengampuan Layanan 
Prioritas

 Stroke, jantung, kanker 
dan gagal ginjal menjadi penya-
kit yang paling mematikan dan 
berbiaya terbesar, karena itu 

pemerintah dalam hal ini kemen-
kes memprioritaskan pengam-
puan untuk empat penyakit 
tersebut. Dalam upaya pengen-
dalian permasalahan empat 
penyakit tersebut untuk 
menurunkan angka kesakitan, 
kematian dan biaya pelayanan 
serta peningkatan produkti�tas 
dan kualitas hidup masyarakat, 
maka  Pemerintah perlu melaku-
kan upaya peningkatan kompe-
tensi rumah sakit melalui pem-
buatan strati�kasi dan pemben-
tukan jejaring pengampuan. 
Untuk itu perlu dilakukan identi-
�kasi terhadap kompetensi 
rumah sakit untuk kesiapan 
dalam pengembangan layanan 
prioritas. 
 Dalam Jejaring Pengam-
puan, satu Rumah Sakit ditunjuk 
sebagai Pengampu Nasional dan 
berperan sebagai Koordinator 
Jejaring untuk masing-masing 
penyakit. Rumah Sakit Pengam-
pu Nasional/Koordinator Jejaring 
dalam melakukan proses 
pengampuan, membagi 
kewilayahan pengampuan 
dengan melibatkan Rumah Sakit, 
baik itu UPT Vertikal milik 
Kemenkes maupun Rumah Sakit 
Daerah milik Pemerintah Daerah,

WARTA YANKES 7
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yang dinilai telah mampu untuk 
melakukan proses pengampuan.  
 Rumah Sakit tersebut 
merupakan Rumah Sakit 
Pengampu Regional, yang 
bertugas dalam melakukan 
pengampuan ke Rumah Sakit di 
bawah stratanya sesuai dengan 
regionalisasi. Baik Rumah Sakit 
Pengampu Nasional maupun RS 
Pengampu Regional melakukan 
berbagai kegiatan pengampuan 
kepada RS Diampu sesuai 
regionalisasinya sehingga RS 
Diampu mencapai strata kompe-
tensi yang ditargetkan yaitu 
strata madya, utama dan 
paripurna. Pembagian strata ini 
dituangkan ke dalam Keputusan 
Menteri Kesehatan. “Pembagian 
strata untuk masing-masing 
penyakit ada Kepmenkesnya” 
ujar direktur PKR.
 Diungkapkan oleh 
direktur Pelayanan Kesehatan 
Rujukan dr. Yuli Saripawan, 
Program ini dibagi dalam dua 
tahap. Tahap pertama sampai 
dengan tahun 2024 dengan 
target transformasi 34 Provinsi 
memiliki satu Rumah Sakit strata 
Paripurna/Utama dan 50% 
kabupaten/kota memiliki satu 
rumah sakit strata madya. 
Sedangkan tahap 2 sampai 
dengan tahun 2027 menarget-
kan 100% kabupaten/kota telah 
memiliki satu Rumah Sakit Strata 

madya. Dalam Proses jejaring 
pengampuan dilakukan melalui 
peningkatan kompetensi 
layanan penyakit katastropik 
dengan Transfer of Knowledge 
melalui penyelenggaraan 
pelatihan tenaga kesehatan dan 
dukungan keahlian lainnya 
untuk meningkatkan kompeten-
si SDM kesehatan sesuai strati�-
kasi rumah sakit, dan Transfer of 
skill melalui pengiriman dokter 
spesialis dan atau dokter spesia-
lis dengan kewenangan tambah-
an dan/atau dokter subspesialis 
untuk memberikan pendampin-
gan pelayanan di Rumah Sakit 
Diampu.
 “Sampai dengan saat ini 
penyelenggaraan pengampuan 
terus berproses dengan target 
yang sudah ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri 
Kesehatan berdasarkan masing - 
masing 10 layanan prioritas 
bahwa setiap kabupaten/kota 
memiliki 1 Rumah Sakit Strata 
madya dan setiap provinsi 
memiliki 1 Rumah Sakit 
Utama/Paripurna” ujar direktur 
Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Jejaring Pengampuan Penyakit 
Jantung (Kardiovaskular)

 Di Indonesia pelayanan 
untuk pemasangan ring pada 

jantung termasuk pelayanan 
yang paling mahal dan belum 
bisa dicover secara maksimal 
oleh BPJS Kesehatan.
Biasanya hambatan yang sering 
ditemui, yakni keterbatasan 
layanan rumah sakit dalam 
tindakan intervensi jantung. Hal 
inilah yang ingin dilakukan 
segera oleh pemerintah untuk 
memberikan kemudahan akse-
sibilitas yang lebih baik kepada 
masyarakat. “Salah satu kendala 
ialah tindakan intervensi yang 
masih terbatas bahkan penyakit 
katastropik jantung ini harus 
menunggu waktu layanan 
sekitar satu tahun untuk dipas-
ang ring kalau di RS Harapan 
Kita," ujar dr. Yuli . 
 Untuk koordinator 
jejaring pengampuan pelayanan 
kardiovaskular, ditunjuklah 
RSJPD Harapan Kita Jakarta. 
Kemudian RSJPD Harapan Kita 
Jakarta akan mengampu rumah 
sakit dengan strata paripurna. 
Rumah sakit dengan strata 
paripurna harus mampu melaku-
kan seluruh Tindakan intervensi 
jantung secara lengkap. “saat ini 
sudah ada tiga rumah sakit 
dengan strata paripurna” kata 
direktur PKR. Kemudian rumah 
sakit dengan strata paripurna 
akan mengampu rumah sakit 
strata utama. 

8 WARTA YANKES
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Rumah sakit Strata Utama 
diharapkan mampu melakukan 
bedah jantung terbuka yang 
diperuntukan untuk kasus-kasus 
yang lebih berat dan tidak bisa 
hanya dilakukan dengan metode 
pemasangan ring saja. "Kita 
sudah mencapai target yaitu 12 
rumah sakit dengan strata utama 
" lanjut dr. Yuli.
 Begitupun selanjutnya 
rumah sakit strata utama akan 
mengampu rumah sakit strata 
madya. Rumah sakit dengan 
strata madya harus mampu 
melakukan intervensi kegiatan 
untuk melakukan pemasangan 
ring jantung. “Dan saat ini sudah 
ada 38 rumah sakit dengan 
strata madya," tambahnya.
Utama," lanjut dr. Yuli.

Jejaring Pengampuan Penyakit 
Stroke

 Stroke menjadi penyakit 
pembunuh nomor satu di 
Indonesia, stroke bisa 
menyerang siapa saja baik tua 
maupun muda. Orang – orang 
yang usianya lebih dari 65 tahun 
memang lebih beresiko terkena 
stroke namun 25 persen stroke 
terjadi pada orang – orang yang 
berusia di bawah 65 tahun 
termasuk anak-anak. Tentu kita 
pernah mendengan pesohor 
Tukul Arwana yang tiba-tiba 
terkena stroke dan harus menjal-
ani perawatan di RS PON Jakarta. 
Bisa dikatakan Tukul termasuk 
masih dalam usia produktif 
dibawah 65 tahun. 

Pemerintah sangat serius dalam 
menangani penyakit ini sehing-
ga penanganan stroke menjadi 
salah satu prioritas dalam 
transformasi layanan rujukan. 
Kemenkes sebagai wakil pemer-
intah dalam hal Kesehatan 
membentuk jejaring pengam-
puan pelayanan stroke yang 
dikoordinatori oleh RS Pusat 
Otak Nasional prof Dr. dr. Mahar 
Mardjono Jakarta. 
 Hal tersebut tertuang 
dalam Keputusan Menteri 
Kesehatan nomor 1336 tahun 
2023 mengatur ketentuan 
mengenai kemampuan 
pelayanan stroke termasuk 
koordinator jejaring pengam-
puan pelayanan stroke. 
Sama seperti Pengampuan 
penyakit kardiovaskular, 
pengampuan stroke juga dibagi 
ke dalam strata madya, utama 
dan paripurna. Untuk strata 
madya, rumah sakit diharapkan 
mampu melakukan pelayanan 
trombolisis dan pelayanan 
intervensi vascularnon bedah. 
Sedangkan untuk strata utama 
rumah sakit memiliki kemam-
puan melakukan pelayanan 
trombolisis, pelayanan intervensi 
vascular non bedah dan 
pelayanan intervensi vascular 
bedah. Dan untuk strata paripur-
na rumah sakit harus mampu 
melakukan pelayanan tromboli-
sis pelayanan intervensi vascular 
non bedah, pelayanan intervensi 
vascular bedah dan pelayanan 
komprehensif.

“Saat ini target yang sudah 
tercapai untuk pelayanan stroke 
sebanyak 13 rumah sakit dengan 
strata paripurna, 6 rumah sakit 
strata utama dan 22 rumah sakit 
strata madya” tutur direktur PKR.
Dengan adanya jejaring 
pengampuan ini diharapkan 
akan mengurangi penumpukan 
pasien di satu rumah sakit saja 
yang mengakibatkan waktu 
tunggu yang teramat lama.

Jejaring Pengampuan Penyakit 
Kanker

 Jika mendengar kata 
Kanker pasti langsung terbersit 
dibenak kita penyakit yang 
sangat mematikan. Kanker 
merupakan penyebab utama 
kematian di seluruh dunia, 
terhitung hampir 10 juta kema-
tian pada tahun 2020, yang 
didominasi oleh kanker payuda-
ra, paru, kolon dan rektum serta 
kanker prostat.
Di Indonesia berdasarkan data 
Riset Kesehatan Dasar 2018 
menunjukkan bahwa prevalensi 
kanker meningkat sebanyak 28% 
dari 1,4 per 1000 penduduk pada 
2013 menjadi 1,8 per 1.000 
penduduk pada 2018, atau 
berjumlah 477.000 penduduk.
Diperkirakan bahwa lebih dari 
70% pasien kanker didiagnosis 
sudah pada stadium lanjut 
sehingga diperlukan intervensi 
yang lebih sulit. 
 Berdasarkan data Globo-
can 2018, kanker payudara dan 
serviks merupakan kanker yang 
paling banyak diderita oleh 
penduduk Indonesia (untuk 
seluruh jenis kelamin dan untuk 
khusus wanita). Sedangkan 
untuk pria didominasi oleh 
kanker trachea, bronkus dan 
paru. Kanker darah atau leuke-
mia merupakan kanker yang 
paling banyak diderita anak-anak 
di Indonesia. 
“Keterlambatan diagnosis serta 
intervensi penyakit katastropik 
juga dipengaruhi oleh karena 
kurangnya akses ke pelayanan 
kesehatan rujukan terutama di 
daerah terpencil, kurangnya 
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kualitas pelayanan rumah sakit, 
waktu tunggu lama, kurangnya 
alat, keterbatasan dokter spesia-
lis, serta kemampuan tenaga 
kesehatan dalam mendiagnosis 
penyakit belum optimal,” jelas dr. 
Yuli.
 Karena itu kanker menja-
di salah satu penyakit prioritas 
yang mendapat perhatian yang 
cukup besar dari pemerintah 
(Kemenkes). Salah satu program 
Kemenkes untuk menekan 
angka kematian akibat kanker 
yaitu dengan cara promotive 
preventif dan kuratif. Untuk 
promotive preventif Kemenkes 
memberikan alat screening 
kanker payudara dan serviks di 
puskesmas-puskesmas, sehingga 
masyarakat bisa melakukan 
deteksi dini kanker payudara dan 
serviks secara gratis. Sedangkan 
untuk kuratif dan rehabilitative 
Kemenkes meningkatkan akses 
masyarakat untuk mendapatkan 
layanan kanker di rumah sakit - 
rumah sakit daerah yaitu dengan 
program jejaring pengampuan 
layanan kanker.

Untuk itu ditunjuklah RS Kanker 
Dharmais sebagai koordinator 
jejaring pengampuan pelayanan 
kanker. Berdasarkan Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor 1337 
Tahun 2023, rumah sakit akan 
dibagi menjadi tiga strata yaitu 
strata Paripurna, Utama dan 
Madya. Untuk strata paripurna 
rumah sakit harus mampu 
melakukan tindakan bedah, 
kemoterapi, radioterapi dan 
penanganan komprehensif serta 
mutakhir. Sedangkan strata 
Utama rumah sakit memiliki

kemampuan untuk melakukan 
tindakan bedah, kemoterapi dan 
radioterapi. Dan untuk strata 
Madya rumah sakit diharapkan 
mampu melakukan tindakan 
bedah, dan kemoterapi. 
Berdasarkan data yang diperoleh 
tim redaksi dari direktorat 
Pelayanan Kesehatan Rujukan 
bahwa capaian saat ini sudah 
ada 9 Rumah Sakit Strata Paripur-
na, 10 Rumah Sakit Strata Utama 
dan 72 Rumah Sakit Strata 
Madya yang mampu untuk 
layanan kanker.

Jejaring Pengampuan Layanan 
Uronefrologi

 Kita sering mendengar 
diberita ada seorang ayah/ibu 
yang mau menjual ginjalnya 
demi memenuhi kebutuhan 
ekonomi. Mengapa ada saja 
orang yang mau menjual ginjaln-
ya demi uang karena sebegitu 
pentingnya transplantasi ginjal 
bagi penderita gagal ginjal yang 
sudah cuci darah/hemodialisis.

Angka kematian yang disebab-
kan oleh penyakit ginjal juga 
tidak kalah banyak dengan 
penyakit jantung, stroke dan 
kanker. Bahkan berdasarkan data 
Riset Kesehatan Dasar (Riskes-
das) tahun 2013, menunjukkan 
bahwa prevalensi penduduk 
Indonesia yang menderita Gagal 
Ginjal sebesar 0,2%. Data Riske-
das tahun 2018 meningkat 
menjadi 3,8%. Semakin tahun 
semakin bertambah jumlah 
pasien cuci darah, jumlahnya 

mencapai 150 ribu penderita. 
Karena itu penyakit gagal ginjal 
menjadi salah satu prioritas bagi 
Kementerian Kesehatan dalam 
transformasi layanan rujukan.
Salah satu program yang dilaku-
kan oleh Kemenkes yaitu dengan 
melakukan jejaring pengampuan 
layanan uronefrologi. Untuk itu 
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo 
ditunjuk sebagai koordinator 
jejaring pengampuan pelayanan 
Uronefrologi. Dengan adanya 
jejaring pengampuan ini rumah 
sakit – rumah sakit di daerah 
mampu menangani pasien gagal 
ginjal yang setiap tahunnya 
semakin bertambah. 
Berdasarkan Keputusan Menteri 
Kesehatan Nomor 1339 Tahun 
2023 tentang Rumah Sakit 
Jejaring Pengampuan 
Uronefrologi, rumah sakit dibagi 
dalam strata Paripurna, Utama 
dan Madya. 
 Untuk Strata Paripurna 
rumah sakit mampu melakukan 
skrining dan diagnosis penyakit 
ginjal kronik, pelayanan hemodi-
alisis dewasa dan anak serta 
pelayanan skrining dan operasi 
transplantasi ginjal. Sedangkan 
untuk rumah sakit strata Utama 
memiliki kemampuan melaku-
kan pelayanan uronefrologi 
berupa pelayanan skrining dan 
diagnosis penyakit ginjal kronik, 
pelayanan hemodialisis untuk 
dewasa dan anak, serta skrining 
calon transplantasi ginjal. Dan 
untuk rumah sakit strata Madya 
harus mampu melakukan 
pelayanan uronefrologi berupa 
pelayanan skrining dan diagno-
sis penyakit ginjal kronik, 
pelayanan hemodialisis dewasa.
Menurut keterangan Direktur 
Pelayanan Rujukan, saat ini 
sudah ada tujuh Rumah Sakit 
Strata Paripurna, tiga Rumah 
Sakit Strata Utama dan 50 
Rumah Sakit Strata Madya untul 
pelayanan uronefrologi.

Harapan Baru dari Timur Indone-
sia

 Sudah menjadi rahasia 
umum bahwa Indonesia Timur 
jauh tertinggal dari wilayah barat 
Indonesia, baik dari perekonomi-
an maupun Kesehatan. Jumlah 
rumah sakit di Indonesia timur 
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berdasarkan data dari kementeri-
an kesehatan Oktober 2023 
jumlah rumah sakit di provinsi 
Jawa Timur sebanyak 438 rumah 
sakit, hal ini berbanding terbalik 
dengan jumlah rumah sakit di 
provinsi Gorontalo yang hanya 
ada 20 rumah sakit. Karena hal 
tersebut Pemerintah juga 
melakukan upaya dengan 
membangun rumah sakit verti-
kal di wilayah timur Indonesia.  
Sampai saat ini Kementerian 
Kesehatan telah membangun 
rumah sakit vertikal di Ambon, 
Maluku, yaitu RSUP J. Leimena. 
Rumah sakit ini diresmikan pada 
tahun 2020 oleh Presiden Joko 
Widodo. Rumah sakit seluas 4,6 
Ha ini  menjadi rujukan utama 
masyarakat di timur Indonesia 
terutama wilayah Ambon, 
Maluku. RSUP J Leimena 
merupakan RSUP pertama di 
Indonesia Timur dan telah 
dilengkapi dengan fasilitas 
Kesehatan yang canggih dan 
lengkap.  
 Selain RSUP J Leimena, 
pemerintah juga telah melaku-
kan soft launching rumah sakit 
vertikal baru pada tanggal 22 
Desember 2022. Rumah sakit 
yang diberi nama dr. Ben Mboi 
ini terletak di Kupang NTT. 
Rumah sakit ini menjadi salah 
satu rumah sakit terbesar di 
wilayah timur Indonesia dan 
akan melayani wilayah NTT dan 
sekitarnya.  
 Selain dua rumah sakit 
tersebut Kementerian Kesehatan 
juga akan membangun rumah 
sakit terpadu Jantung, Kanker 
dan otak di Makassar, Sulawesi 
Selatan dan Surabaya, Jawa 
Timur. Rumah sakit ini akan 
mengcover pasien – pasien 
dengan penyakit katastropik di 
Indonesia timur, sehingga tidak 
perlu lagi dirujuk ke Jakarta. 
Pada 31 Januari 2023, Kementeri-
an Kesehatan telah melak-
sanakan Groundbreaking
Rumah Sakit Vertikal UPT 
Kemenkes yang menangani 
penyakit Kanker, Jantung, dan
Stroke di Provinsi Sulawesi 
Selatan. Dibangunnya rumah 
sakit ini juga sesuai dengan 
amanah Undang-Undang Dasar 
1945, negara bertanggungjawab 
atas penyediaan

fasilitas kesehatan yang terjang-
kau, aman dan bermutu bagi 
seluruh masyarakat.
 Fasilitas RS yang dibangun 
disiapkan untuk memberikan 
layanan spesialistik dan
sub-spesialistik dengan serti�ka-
si paripurna terhadap penyakit 
Jantung, Stroke dan
Kanker untuk mengantisipasi 
kebutuhan pengembangan 
pelayanan rujukan di masa
depan.Rumah sakit dengan 
center of excellence terhadap 
tiga unggulan ini dibangun di 
Kota
 Makassar dan Surabaya 
karena memiliki aksesibilitas 
yang baik dari berbagai daerah 
di Indonesia. Selain memiliki rute 
direct penerbangan udara yang 
cukup banyak, termasuk jalur-
jalur internasional ke dan dari 
Asia, Eropa, Amerika, Australia 
dan sebagainya. Kemudahan
aksesibilitas ini diharapkan dapat 
mengurangi beban antrian 
layanan jantung, kanker dan
stroke di wilayah Jawa sekaligus 
memperluas jangkauan layanan 
dalam skala nusantara.Disamp-
ing itu, pembangunan RS ini 
telah mengakomodir konsep 
Smart Hospital,

dengan mengedepankan 
penggunaan teknologi digitalisa-
si sistem pelayanan kesehatan,
hemat energi dan ramah 
lingkungan, serta patient-cen-
teredness concept. 
 Kementerian Kesehatan 
berharap konsep ini dapat 
menjadi percontohan pemban-
gunan bagi rumah
sakit lainnya di seluruh tanah air.
Rumah sakit yang diperkirakan 
rampung di tahun 2024 ini juga 
akan dikembangkan
menjadi RS Pendidikan yang 
melaksanakan fungsi edukasi, 
pusat penelitian dan
pengembangan kesehatan bagi 
peningkatan mutu pelayanan 
dan kompetensi SDM
kesehatan. 
 Pembangunan rumah 
sakit – rumah sakit ini juga 
merupakan bagian dari Transfor-
masi Sistem Kesehatan agar visi 
Indonesia yaitu mewujudkan 
masyarakat yang sehat, produk-
tif, mandiri dan berkeadilan 
melalui penguatkan sistem 
kesehatan dengan meningkat-
kan akses dan mutu pelayanan 
kesehatan menuju cakupan 
kesehatan semesta.
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 ika membicarakan   
 kesehatan tidak terlepas  
 dari fasilitas pelayanan   
 kesehatan,  Apa yang 
menjadi pertimbangan kita saat 
memilih sebuah fasilitas 
pelayanan kesehatan (Fasyank-
es)? 

 

Tentu kita ingin memilih 
Fasyankes dengan kualitas 
terbaik, bukan? Untuk itu Pemer-
intah hadir meningkatkan mutu 
dan akses pelayanan kesehatan 
bagi masyarakat.

Akreditasi Fasyankes merupakan 
salah satu upaya peningkatan 
mutu dalam rangka meningkat-
kan derajat kesehatan 
masyarakat. Selain itu juga 
sebagai implementasi Transfor-
masi Kesehatan Layanan Primer 
dan Transformasi Kesehatan 
Layanan Rujukan. 

J
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Hubungan antara pasien dengan 
tenaga kesehatan itu seperti 
pribadi, tentu saja mencari yang 
mana sesuai kebutuhan kita, 
reviu dari keluarga, teman dari 
sosmed itu juga menjadi hal 
yang penting karena hubungan 
yang sangat pribadi sekali. 
Berikut hasil wawancara dengan 
Direktur Mutu Pelayanan Kese-
hatan, dr. Yanti Herman, SH, 
MH.Kes, Fasyankes mana ? 
Tidak hanya klinik, kita sudah 
mengatur dan sudah implemen-
tasi bahwa fasilitas pelayanan 
kesehatan adalah tempat penye-
lenggaraan pelayanan kesehatan 
yg diselenggarakan oleh tenaga 
medis dan tenaga kesehatan, 
mulai dari tempat praktek 
mandiri dokter dan dokter gigi, 
klinik, puskesmas, apotek, rumah 
sakit, utd, laboratorium keseha-
tan dan fasyankes lain yg 
ditetapkan oleh Menteri terma-
suk griya tradisional bagian dari 
fasilitas pelayanan kesehatan. 
Sekarang boleh iklan fasyankesn-
ya bukan pelayanannya. 
Fasyankes bkn hanya klinik.

Bagaimana upaya pemerintah 
supaya kita tahu yang ini 
pelayanannya bagus, yang ini 
kurang bagus ?

Jawab :
Kita sudah ada kebijakan kalau 
fasilitas pelayanan kesehatan 
dalam memberikan pelayanan 
kesehatan harus bermutu yang 
diawasi oleh pengelolanya. 
Bagaimana menjaga mutu 
pelayanan yg diberikan baik 
terus. Mutu itu harus dilak-
sanakan pelayanan yg diberikan 
harus baik. 

Kalau mutu sudah baik, fasyank-
es dianjurkan untuk melakukan 
penilaian oleh Lembaga yang 
sudah ditetapkan pemerintah. 
Pemerintah sudah menetapkan 
standar mutu, standarnya baik 
gak sesuai dengan jenis fasyank-
esnya tadi, selain mutu secara 
internal yg harus dijaga yg tentu 
saja mempertimbangkan kesela-
matan pasien, yang kedua 
lakukan akreditasi agar diakui 
oleh Lembaga yang ditetapkan 
pemerintah berdasarkan standar 
yang sudah ditetapkan pemerin-
tah. 
Jadi ada mutu internal ada mutu 
eksternal oleh Lembaga. itulah 
kebijakan yg sudah kita buat.
Akreditasi adalah pengakuan 
terkait mutu secara eksternal 
yang dilakukan Lembaga sesuai 
dengan standar yang ditetapkan

Dengan akreditasi ini bisa 
menjamin keselamatan pasien?

Jawab : 
Di dalam akreditasi ada elemen 
penilaian, dalam kegiatan 
akreditasi, Lembaga itu persia-
pan dl self assesmentnya sudah 
ada masing-masing jenis, yg ke
dua indikator mutunya yg ketiga 
laporin ada gak insiden kesela-
matan pasien, yg kedua mulailah 
penilaian, salah satunya kesela-
matan pasien, bagaimana  
mencegah infeksi, dan beberapa 
penilaian terkait bagamana sih 
memanage satu fasyankes yang 
tidak terkait langsung dengan 
pelayanannya. 

Ada tidak cara dari pemerintah 
supaya masyarakat bisa tau 
bagaimana memilih fasyankes 
yg baik?

Jawab :
Sesuai dengan, indikasi medis 
kita kebutuhan kita apa, Undang 
Undang Dasar tahun 1945 sudah 
menyebutkan bahwa pemerin-
tah bertanggung jawab pada 
penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan umum dan layak. 
yang penting karena hubungan 
yang sangat pribadi sekali.
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Membuat elemen-elemen 
penilaiannya bagaimana 
pelayanannya secara klinis,  dan 
juga mempertimbangkan 
keselamatan pasien karena ada 
standar yang harus diikuti dan 
Bagaimana mengelola upaya 
pelayanan yang diberikan oleh 
fasyankes itu berkesinambun-
gan.

Apakah proses akreditasi ini 
terhadap fasilitas pelayanan 
kesehatan ini bagian dari 
transformasi kesehatan  yg 
sedang digencarkan oleh 
Kementerian Kesehatan ?

Jawab :
Akreditasi fasyankes termasuk 
bagian dari transformasi keseha-
tan yaitu transformasi layanan 
primer dan transformasi layanan 
rujukan dengan kata kunci akses 
dan mutu. Mutu itu yang salah 
satu toolsnya akreditasi. Fasyank-
es boleh mencantumkan di 
plang masing-masing sudah 
terakreditasi.

.Jadi, siapa saja yang bertang-
gung jawab dalam melakukan 
pembinaan terhadap Puskes-
mas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD, 
dan TPMDG dalam rangka 
persiapan survei Akreditasi?

J

Jawab :
Di dalam pasal 30 Permenkes 34 
tahun 2022 ini, upaya-upaya 
dalam kegiatan Akreditasi 
termasuk persiapannya tersebut 
dilakukan berupa pembinaan 
dan pengawasan. Pembinaan 
dan pengawasan dilakukan oleh 
Menteri, gubernur dan 
bupati/walikota dalam hal ini 
pihak Kementerian Kesehatan, 
Dinas Kesehatan Provinsi dan 
Dinas Kesehatan Kabupaten/ 
kota berdasarkan kewenangan 
masing-masing sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 
Dalam melakukan pembinaan 
dan pengawasan tersebut 
Menteri, gubernur dan 
bupati/walikota dapat melibat-
kan asosiasi/perhimpunan 
fasilitas pelayanan kesehatan, 
organisasi profesi, akademisi 
dan/atau masyarakat yang 
memiliki kemampuan dan 
keahlian di bidang pelayanan 
kesehatan.

Apa tujuan pembinaan dan 
pengawasan tersebut ? 

Jawab :
Pembinaan dan pengawasan 
tersebut bertujuan agar Puskes-
mas, Klinik, Laboratorium Kese-
hatan, UTD, TPMD, dan TPMDG 
dapat mempertahankan 

dan/atau meningkatkan mutu 
pelayanan secara berkesinam-
bungan

Pembinaan dan pengawasan 
dalam bentuk seperti apa yang 
dilakukan oleh Menteri, Guber-
nur serta Bupati/Walikota?

Jawab :
Pembinaan dan pengawasan 
yang dilakukan oleh Menteri dan 
gubernur dilakukan melalui 
kegiatan :
a. Supervisi;
b. Pemberian konsultasi dan 
bimbingan teknis;
c. Fasilitasi pendidikan dan 
pelatihan;
d. Pemantauan; dan/atau
e. Evaluasi.
Sedangkan pembinaan dan 
pengawasan yang dilakukan 
oleh bupati/wali kota berupa 
kegiatan:a. Fasilitasi pemahaman 
Standar Akreditasi;
b.Pembinaan penyusunan PPS;
c. Pembinaan dalam penyeleng-
garaan peningkatan mutu;
d. Pembinaan dalam penetapan 
dan pengukuran indikator mutu; 
dan
e. Pembinaan dalam pelaporan 
insiden keselamatan pasien
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Kapan pembinaan tersebut 
dilakukan?

Jawab :
Pembinaan dan pengawasan 
dilakukan secara terus-menerus 
dan berkesinambungan sesuai 
dengan siklus penyelenggaraan 
Akreditasi Puskesmas, Klinik, 
Labkes, UTD, TPMD dan TPMDG 
mulai dari tahapan persiapan, 
pelaksanaan hingga pasca 
Akreditasi

Berapa besar biaya yang perlu 
disiapkan oleh Puskesmas dan 
Klinik untuk dapat mengikuti 
kegiatan Akreditasi, termasuk 
untuk mendapatkan pembi-
naan tersebut?

Jawab : 
- Besaran tarif Akreditasi Puskes-
mas dan Klinik telah ditetapkan 
dalam KMK No. HK.01.07/MENK-
ES/110/2023 tentang Tarif Survei 
Akreditasi Puskesmas, Klinik, 
Labkes, UTD, TPMD dan TPMDG
- Dalam Permenkes 34 tahun 
2022 pada pasal 28 disebutkan 
bahwa: Pendanaan penyeleng-
garaan Akreditasi Puskesmas, 
Klinik, Laboratorium Kesehatan, 
dan UTD milik Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dan/atau sumber lain yang sah 
dan tidak mengikat sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
- Untuk pendanaan penyeleng-
garaan Akreditasi pada Klinik, 
Laboratorium Kesehatan, UTD, 
TPMD, dan TPMDG milik 
swasta/masyarakat bersumber 
dari pemilik Klinik, Laboratorium 
Kesehatan, UTD, TPMD, dan 
TPMDG. 

    

- Dan untuk pendanaan pembi-
naan dan pengawasan terhadap 
kegiatan Akreditasi bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dan/atau sumber lain yang sah 
dan tidak mengikat sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undanga
- Jadi untuk mendapatkan 
pembinaan dan pengawasan 
oleh Menteri (Kementerian 
Kesehatan), Gubernur (Dinas 
Kesehatan Provinsi, dan 
Bupati/Walikota (Dinas Keseha-
tan Kabupaten/Kota), Puskesmas 
dan Klinik tidak perlu mengelu-
arkan biaya atau dengan kata 
lain ‘GRATIS’.

Lalu apa saja yang menjadi 
Persyaratan bagi Puskesmas 
dan Klinik untuk dapat mengi-
kuti survei Akreditasi?

 

Jawab : 
-Dalam Kepdirjen No. 
HK.02.02/I/3991/2022 tentang 
JuknisSurvei Akreditasi Puskes-
mas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD 
dan TPMDG disebutkan bahwa 
Puskesmas yang akan mengaju-
kan usulan survei akreditasi 
perdana harus memenuhi 
persyaratan mutlak sebagai 
berikut:
a. Memiliki perijinan berusaha 
dan sudah teregistrasi di Kemen-
kes.
b. Kepala Puskesmas memiliki 
latar belakang pendidikan 
bidang kesehatan paling rendah 
S1 Kesehatan. Untuk 
puskesmas di daerah terpencil 
dan sangat terpencil bila tidak 
tersedia S1 Kesehatan, dapat 
dijabat oleh pejabat fungsional 
tenaga kesehatan dengan 
tingkat pendidikan paling 
rendah D3.
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c. Kepala puskesmas telah 
mengikuti pelatihan manajemen 
puskesmas.
d. Ada bukti pengisian Aplikasi 
Sarana Prasarana Alat Kesehatan 
(ASPAK) yang telah terupdate 
100% dan 100% divalidasi oleh 
Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kota.

e. Seluruh tenaga medis dan 
tenaga kesehatan di Puskesmas 
memiliki Surat Tanda Registrasi 
(STR) yang dibuktikan melalui 
Sistem Informasi Sumber Daya 
Manusia Kesehatan (SISDMK).
f. Minimal 80% tenaga medis di 
Puskesmas memiliki Surat Izin 
Praktek (SIP) yang masih berlaku 
yang dibuktikan melalui Sistem 
Informasi Sumber Daya Manusia 
Kesehatan (SISDMK).
g. Ada bukti pelaporan Indikator 
Nasional Mutu (INM) melalui 
aplikasi Mutu Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan untuk 12 (dua belas) 
bulan terakhir.

di daerah terpencil.  Ada bukti 
pelaporan Insiden Keselamatan 
Pasien (IKP) melalui aplikasi Mutu 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
untuk 12 (dua belas) bulan 
terakhir. Untuk Puskesmas yang 
akan mengajukan usulan survei 
akreditasi ulang (reakreditasi)

harus memenuhi persyaratan 
mutlak sebagai berikut:
a. Memiliki perijinan berusaha 
dan sudah teregistrasi di Kemen-
kes.
b. Puskesmas harus memiliki 
dokter.
c. Kepala Puskesmas memiliki 
latar belakang pendidikan 
bidang kesehatan paling rendah
S1 Kesehatan. Untuk puskesmas-
terpencil bila tidak tersedia S1 
Kesehatan, dapat dijabat oleh  
pejabat fungsional tenaga 
kesehatan dengan tingkat 
pendidikan paling rendah D3.

d. Kepala puskesmas telah 
mengikuti pelatihan manajemen 
puskesmas.
e. Ada bukti pengisian Aplikasi 
Sarana Prasarana Alat Kesehatan 
(ASPAK) yang telah terupdate 
100% dan 100% divalidasi oleh 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Ko

ta, dengan pemenuhan keleng
kapan SPA minimal 60%, dan 
100% divalidasi oleh Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota.
f. Seluruh tenaga medis dan 
tenaga kesehatan di Puskesmas 
memiliki Surat Tanda Registrasi 
(STR) yang dibuktikan melalui 
Sistem Informasi Sumber Daya 
Manusia Kesehatan (SISDMK).
g. Minimal 80% tenaga medis di 
Puskesmas memiliki Surat Izin 
Praktek (SIP) yang masih berlaku 
yang dibuktikan 
melalui Sistem Informasi Sumber 
Daya Manusia Kesehatan (SISD-
MK).
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h. Ada bukti pelaporan Indikator 
Nasional Mutu (INM) melalui 
aplikasi Mutu Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan untuk 12 (dua belas) 
bulan terakhir.
i . Ada bukti pelaporan Insiden 
Keselamatan Pasien (IKP) melalui 
aplikasi Mutu Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan untuk 12 (dua belas) 
bulan terakhir.
Untuk klinik yang akan mengaju-
kan usulan survei akreditasi 
harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut:
1. Memiliki perijinan berusaha 
dan sudah teregistrasi di Kemen-
kes.
2. Penanggung jawab teknis 
klinik adalah seorang tenaga 
medis yang memiliki Surat Izin 
Praktek (SIP) di Klinik tersebut.
3. Seluruh tenaga medis dan 
tenaga kesehatan di klinik yang
menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan (pemberi asuhan) 
memiliki Surat Tanda Registrasi 
(STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) 
yang masih berlaku dan dibukti-
kan melalui Sistem Informasi 
Sumber Daya Manusia Keseha-
tan (SISDMK).
4. Ada bukti pengisian Aplikasi 
Sarana Prasarana Alat Kesehatan 
(ASPAK) yang telah terupdate 
100% dan 100% divalidasi oleh 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Ko-
ta.

J

5. Ada bukti pelaporan Indikator 
Nasional Mutu (INM) melalui 
aplikasi Mutu Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan untuk 3 (tiga) bulan 
terakhir bagi survei perdana dan 
12 (dua belas) bulan terakhir 
bagi survei ulang (re-akreditasi).
6. Ada bukti pelaporan Insiden 
Keselamatan Pasien (IKP) melalui 
aplikasi Mutu Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan untuk 3 (tiga) bulan 
terakhir bagi survei perdana dan 
12 (dua belas) bulan terakhir 
bagi survei ulang (re-akreditasi).

Bagaimana proses Akreditasi 
berjalan?

Jawab :
- Puskesmas dan Klinik yang 
sudah memenuhi persyaratan 
melakukan pendaftaran ke salah 
satu Lembaga Penyelenggara 
Akreditasi
- Lembaga Penyelenggara 
Akreditasi berespon dan melaku-
kan penjadwalan survei setelah 
semua persyaratan terpenuhi.
- Surveior yang telah ditetapkan 
oleh Lembaga Penyelenggara 
Akreditasi melaksanakan survei 
Akreditasi kepada Puskesmas/ 
Klinik sesuai dengan ketentuan.

Sebenarnya apa sih perlunya 
dilaksanakan Akrerditasi bagi 
Puskesmas dan Klinik?

Jawab :
Akreditasi perlu dilakukan untuk 
Puskesmas dan Klinik serta 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
lainnya seperti Laboratorium 
Kesehatan, Unit Transfusi Darah, 
Tempat Praktik Mandiri Dokter 
dan Tempat Praktik Mandiri 
Dokter Gigi dengan tujuan 
untuk:
a. meningkatkan dan menjamin 
mutu pelayanan dan kesela-
matan bagi pasien dan 
masyarakat;
b. meningkatkan perlindungan 
bagi sumber daya manusia 
kesehatan dan Puskesmas, Klinik, 
Laboratorium Kesehatan, UTD, 
TPMD, dan TPMDG sebagai 
institusi;
c. meningkatkan tata kelola  
rganisasi dan tata kelola 
pelayanan di Puskesmas, Klinik, 
Laboratorium Kesehatan, UTD, 
TPMD, dan TPMDG; dan
d. mendukung program pemer-
intah di bidang kesehatan.

Sejauh ini sudah berapa banyak 
Puskesmas dan Klinik yang 
terakreditasi?

Jawab : 
Kita tahu bahwa selama masa 
Pandemi Covid-19 seluruh 
kegiatan Akreditasi tidak dilak-
sanakan sehingga Sebagian 
besar Puskesmas dan Klinik yang 
seharusnya diakreditasi baik 
akreditasi perdana maupun 
reakreditasi tidak dapat dilak-
sanakan. Namun data sebelum 
pandemi covid-19 jumlah 
Puskesmas yang sudah terakredi-
tasi sebanyak 9.153  dari jumlah 
seluruh Puskesmas di Indonesia 
sebanyak 20.321, sedangkan 
Klinik dari sebanyak 7.032 klinik, 
179 klinik telah terakreditasi.
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 uaca panas di Indonesia  
 masih terasa saat ini.   
 Badan Meteorologi,   
 Klimatologi dan Geo�si-
ka (BMKG) menyebutkan ada 
sejumlah faktor penyebab yang 
membuat suhu panas dan terasa 
gerah di Indonesia. BMKG 
menegaskan bahwa penyebab 
suhu panas di Indonesia 
disebabkan salah satunya karena 
adanya gerak semu matahari. 
Gerak semu matahari merupa-
kan suatu siklus yang biasa dan 
terjadi setiap tahun. Potensi suhu 
udara panas seperti itu dapat 
berulang pada periode yang 
sama setiap tahunnya. 

.

 

Cuaca panas dan suhu yang 
terus meningkat yang saat ini 
terjadi, tidak hanya membuat 
aktivitas masyarakat menjadi 
terganggu, namun juga dapat 
menyebabkan beberapa dampak 
yang dapat mengganggu 
kesehatan dan aktivitas saat 
berada di luar ruangan
Cuaca panas seperti yang saat ini 
terjadi dapat menimbulkan 
berbagai penyakit penyerta 
musim panas, di antaranya 
sebagai berikut :
1. Dehidrasi, heatstroke, dan 
iritasi kulit yang ditandai dengan 
kelelahan, kulit kering serta 
warna air kencing yang keruh.

2. Panas dalam akibat kondisi 
cuaca yang panas dan diperpar-
ah dengan asupan makanan 
yang kurang tepat, seperti 
gorengan atau makanan pedas.
3. Demam tinggi akibat paparan 
sinar matahari, sehingga menye-
babkan suhu tubuh meningkat. 
Apabila tidak mendapatkan 
penanganan, akan berbahaya 
dan merusak otak serta 
organ-organ vital di dalam 
tubuh.
4. Sakit kepala sebelah (migrain) 
akibat terpapar panas matahari 
ataupun terpapar polusi yang 
berlebihan.

� � � 
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 Dengan mengetahui 
beberapa penyakit yang mun-
gkin terjadi akibat cuaca yang 

panas seperti saat ini, diharap-
kan dapat membuat kita jauh 
lebih waspada dan melakukan 
persiapan dalam menghadapi 
cuaca panas ini.
 Oleh sebab itu, mengeta-
hui beberapa tindakan yang 
dapat meminimalisir dampak 
cuaca panas bagi tubuh menjadi 
penting untuk kita ketahui, agar 
tubuh masih bisa beraktivitas 
dengan maksimal di bawah terik 
matahari tanpa ada kendala.
Berikut tips cegah cuaca panas 
yang akhir-akhir ini terjadi di 
wilayah Indonesia, antara lain 
yaitu :
1. Cukupi kebutuhan air tubuh 
dan tidak menunggu rasa haus 
muncul.

2. Menggunakan tabir surya atau 
sunscreen minimal 30 SPF pada 
kulit yang tidak tertutup oleh 

baju untuk memberikan perlind-
ungan ekstra kepada kulit.
3. Menghindari kontak matahari 
secara langsung dengan meng-
gunakan topi atau payung.
4. Apabila ingin melakukan 
aktivitas �sik atau olahraga, 
lakukan di dalam ruangan untuk 
meminimalisir potensi heat-
stroke ataupun dehidrasi.

5. Jangan meninggalkan siapap-
un di dalam kendaraan yang

terparkir, baik dengan kaca 
terbuka maupun tertutup.6. 
Kurangi aktivitas di luar ruangan 
dan segera lakukan 
pemeriksaan ke fasilitas keseha-
tan terdekat apabila mengalami 
gejala penyakit akibat cuaca 
panas agar bisa segera 
mendapatkan penanganan 
sedini mungkin.
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 eban kerja yang terlalu   
 banyak tentu dapat   
 mempengaruhi seseo  
 rang. Bukan hanya �sik, 
namun mental juga dapat 
terpengaruh karena perasaan 
stres yang timbul akibat beban 
kerja yang dianggap terlalu 
berat. Stres yang terjadi akibat 
pekerjaan memang terbilang 
umum terjadi. Namun apabila 
terus dibiarkan dapat menimbul-
kan masalah pada kesehatan 
mental seperti depresi dan 
kecemasan. 
 Perasaan stres berlebih 
tidak hanya menciptakan emosi 
negatif, namun juga membuat 
tingkat produktivitas seseorang 
menjadi lebih rendah dan 
kesulitan untuk berkonsentrasi 
dalam menyelesaikan pekerjaan.

Menjaga mental untuk tetap 
prima dibutuhkan semua orang 
karena efeknya tidak terlihat 
berbeda dengan dampak secara 
�sik. 
 Setiap orang harus tahu 
beberapa cara yang efektif untuk 
menjaga kesehatan mental saat 
mengalami stres berlebihan di 
lingkungan kerja. Sebagai 
tempat di mana banyak individu 
menghabiskan sebagian besar 
waktunya, perusahaan/ organisa-
si perlu memperhatikan kondisi 
lingkungan kerja yang men-
dukung kesehatan mental 
pegawainya. Berikut beberapa 
cara yang dapat dilakukan oleh 
pegawai agar dapat menjaga 
kesehatan mental di lingkungan 
kerja, antara lain sebagai berikut:

1. Menjaga Keseimbangan 
Antara Pekerjaan dan Kehidupan 
Pribadi (Work-Life Balance)
Pegawai yang ingin menjaga 
kesehatan mental untuk tetap 
prima saat bekerja haruslah 
memastikan keseimbangan 
antara pekerjaan di kantor 
dengan kehidupan pribadi. 
Pastikan untuk tidak membawa 
pulang pekerjaan ke rumah. 
Tanpa adanya keseimbangan, 
produktivitas seseorang cend-
erung menurun dan kerap 
merasa kelelahan dalam bekerja. 
Menghabiskan waktu dengan 
keluarga, berolahraga, melaku-
kan hobi, dan mengerjakan hal 
yang disukai dapat membantu 
mengurangi stres yang timbul 
akibat lingkungan kerja.

Penulis : Muhammad Adwin Luth�an Noor, S.Tr.Sos - RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
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2. Mengelola Stres
Stres yang berlebihan tentunya 
dapat dikurangi apabila stres 
dapat dikelola dengan baik. 
Berolahraga rutin, makan 
makanan yang sehat dan disuka-
si, serta bersantai merupakan 
salah satu kegiatan yang dapat 
dilakukan agar stres tidak 
menimbulkan masalah lain yang 
lebih serius.
Hal yang kamu lakukan, serta 
memberi saran dibutuhkan.

3. Fokus Terhadap Hal yang 
Positif
Penyakit mental termasuk 
masalah yang dapat menimbul-
kan masalah serius. Namun, 
dampak buruk yang timbul 
dapat dicegah dan diredam. 
Cobalah untuk fokus terhadap 
hal positif dan pastikan 
orang-orang yang ada disekitar 
benar-benar mendukung segala 
hal yang kamu lakukan, serta 
memberi saran dibutuhkan.

4. Diskusikan Kesehatan Mental 
di Tempat Kerja
Cobalah untuk tidak takut 
mengungkapkan masalah yang 
berhubungan dengan stres, 
depresi, kecemasan, dan penya-
kit mental lainnya di lingkungan 
pekerjaan. Setiap orang harus 
memahami bahwa mungkin saja 
mengalami perasaan stres yang 
berlebihan sehingga berakibat 
buruk bagi kesehatan mental.
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 pa itu Bullying?
 Dilansir dari    
            stopbullying.gov, bully-
ing atau perundungan adalah 
perilaku agresif tidak diinginkan 
yang melibatkan kekuasaan dan 
kekuatan yang tidak seimbang 
dan terjadi diantara anak-anak 
usia sekolah. Perilaku ini terjadi 
berulang, atau berpotensi untuk 
berulang dari waktu ke waktu. 
Baik anak-anak yang dirundung 
maupun yang merundung 
berpotensi untuk mengalami 
masalah serius dan berkepanjan-
gan. 
 Suatu perilaku dapat 
dianggap sebagai perundungan 
apabila bersifat agresif, kekuatan 
yang tidak seimbang satu sama 
lain dan adanya pengulangan 
tindakan tersebut. 

Perundungan yang terjadi 
meliputi perilaku seperti men-
gancam, menyebarkan rumor, 
menyerang seseorang secara 
�sik atau verbal, dan mengucil-
kan seseorang dari kelompok 
dengan tujuan tertentu.
Apa saja jenis Bullying?
Sebelum mengetahui apa yang 
harus dilakukan jika anak men-
galami bullying atau 
perundungan, parents perlu 
mengenali terlebih dulu apa 
saja jenis perundungan yang 
umumnya terjadi.  Stopbully-
ing.gov menjelaskan ada 3 
(tiga) jenis perundungan,
 yaitu perundungan verbal,
 perundungan sosial, dan
perundungan �sik.

 Perundungan verbal 
yaitu jenis perundungan berupa 
perkataan atau tulisan yang 
cenderung menyinggung atau 
menyakitkan. Perundungan 
verbal dapat dikenali melalui 
ejekan, olokan, nama panggilan 
tertentu, komentar berbau 
seksual yang kurang pantas, 
provokasi berupa hinaan 
tertentu dengan tujuan untuk 
menyulut amarah, dan ancaman 
untuk menyakiti.
Perundungan sosial dapat 
diartikan sebagai perundungan 
relasi, meliputi menyakiti reputa-
si atau hubungan sosial seseo-
rang. Perundungan  
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sosial termasuk diantaranya 
seperti mengucilkan dengan-
sengaja, menghasut untuk 
tidak berteman dengan orang 
tertentu, menyebarkan rumor 
tentang seseorang, dan 
mempermalukan seseorang di 
depan umum.
 Sedangkan perundun-
gan �sik diartikan sebagai 
perilaku menyakiti tubuh atau 
barang milik orang lain yang 
didalamnya meliputi 
memukul, menendang, men-
jepit, meludahi, menyandung 
atau mendorong dengan 
sengaja, mengambil atau 
memecahkan barang milik 
seseorang, dan membuat 
gerakan tangan yang kasar.

Bullying atau perundungan 
dapat terjadi pada saat atau 
setelah jam sekolah. Stopbully-
ing.gov mengemukakan lebih 
lanjut bahwa walaupun sebagian 
besar kasus perundungan yang 
dilaporkan terjadi di lingkungan 
sekolah, beberapa kasus perund-
ungan juga terjadi di taman 
bermain, di lingkungan sekitar 
rumah atau tetangga, atau di 
internet yang lebih kita kenal 
dengan istilah cyber bullying.
Apa yang harus dilakukan orang 
tua jika anak mengalami bullying 
atau perundungan?
 Setiap orang tua pasti 
menginginkan dan mengupaya-
kan semua hal terbaik yang 
mampu mereka lakukan untuk 
anak, tidak terkecuali pada 
bagaimana mereka berupaya 
untuk  

memenuhi semua kebutuhan 
anak, memberikan makanan dan 
vitamin yang dapat mendukung 
tumbuh kembang anak dengan 
baik, memilih pendidikan yang 
tepat bagi anak, termasuk  
memperlakukan anak dengan 
sebaik-baiknya sebagaimana 
setiap orang tua ingin anaknya 
diperlakukan dengan baik pula 
oleh orang lain. Namun, interaksi 
dan hubungan anak dengan 
lingkungan lain diluar rumah 
bisa saja masih mungkin untuk 
luput dari perhatian orang tua, 
terlebih jika orang tua harus 
bekerja atau memiliki kesibukan 
lain yang membuat mereka tidak 
bisa mengawasi anak selama 24 
jam penuh sehingga mungkin 
tidak mengetahui apa saja 
kejadian baik atau buruk yang 
telah dialami anak setiap harinya.  
Untuk itulah, komunikasi yang 
baik harus dibangun antara 
orang tua dan anak untuk 
menutupi celah tersebut. 
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Bullying atau 
perundungan 
memang terbilang 
sulit untuk dicegah. 
Pada umumnya, anak-
anak yang mengalami
perundungan sering
kali merasa malu dan 
akut untuk mengutara
kan secara langsung apa
yang telah mereka alami
kepada orang tua ataupun
guru karena takut akan 
respon orang tua yang 
mungkin menyalahkan 
ataupun takut dicap 
sebagai pengadu oleh 
teman-temannya. 
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Untuk itulah, orang tua diharap-
kan dapat menjadi sosok yang 
proaktif untuk bertanya kepada 
anak terkait pengalamannya di 
sekolah ataupun jika ada 
perasaan tidak menyenangkan 
yang dialaminya.
 Beberapa hal yang dapat 
dilakukan orang tua jika anak 
mengalami perundungan :

1.  Menjadi pendengar 
yang baik
Selama mendengarkan cerita 
anak, orang tua dianjurkan untuk 
menaruh perhatian penuh pada 
anak, menjadi pendengar yang 
baik dan tidak menghakimi atau 
menyalahkan anak atas 

perlakuan tidak menyenangkan 
yang mungkin dialaminya. Saat 
orang tua mampu menempat-
kan diri sebagai teman bagi 
anak, anak pun akan cenderung 
nyaman untuk bercerita terkait 
pengalaman perundungan yang 
anak akan merasa dihargai dan 

dilindungi, dan merasa ada 
seseorang yang berada disisinya 
untuk membantunya.
2.      Anjurkan anak untuk 
mengabaikan ejekan, olokan 
atau panggilan tertentu yang 
ditujukan padanya
Seringkali perundungan verbal 
dialaminya, 

bertujuan untuk memprovokasi 
anak agar menjadi marah. Ada 
baiknya jika orang tua mengan-
jurkan anak untuk tidak mem-
berikan perhatian kepada para 
perundung dan lebih baik 
menjauh atau mengabaikan 
perundung.
3. Mengambil tindakan lebih 
lanjut jika tindakan perundun-
gan berlangsung terus menerus 
dan mulai mengarah pada 
perundungan �sik yang berpo-
tensi membahayakan anak.
Dilansir dari momsmoney.id, hal 
yang dapat dilakukan sebagai                          
orang tua dalam hal ini   
adalah membawa insiden 
bullying yang anak alami ke 
otoritas sekolah. 
 Selain itu, anda juga 
disarankan untuk berdiskusi 
bersama anggota keluarga 
lainnya tentang cara terbaik 
mengeluarkan anak dari 
lingkungan yang traumatis. 
Selain peran dari orang tua, 
sekolah juga diharapkan dapat 
berperan aktif dalam memerangi 
bullying atau  perundungan 
yang terjadi di lingkungan 
sekolah. 
 Hal yang dapat dilakukan 
seperti berperan aktif menga-
wasi perilaku siswa di sekolah, 
mendorong siswa untuk saling 
menghargai satu sama lain, dan 
memberikan sanksi tegas terha-
dap pelaku perundungan di 
sekolah. Sekolah harus mampu 
menciptakan lingkungan yang 
aman dan nyaman bagi tumbuh 
kembang anak.
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 ubuh manusia mengand 
 ung aliran listrik sehing  
 ga ketika bersentuhan   
 dengan arus listrik yang 
mengalir maka energi listrik akan 
mengalir ke tubuh dan menim-
bulkan kejutan atau menyebab-
kan orang mengalami sengatan 
listrik. Secara umum kejadian 
tersebut orang mengenalnya 
dengan sebutan tersetrum yang 
menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) memiliki arti 
tidak sengaja kena aliran listrik. 
Peristiwa tersetrum yang dialami 
seseorang dapat menimbulkan 
berbagai dampak mulai dari 

yang ringan hingga mengakibat-
kan kematian.“Sengatan listrik 
dapat menyebabkan luka bakar, 
atau mungkin tidak meninggal-
kan bekas yang terlihat pada 
kulit. Dalam kedua kasus terse-
but, arus listrik yang melewati 
tubuh dapat menyebabkan 
kerusakan di dalam tubuh, henti 
jantung, atau cedera lainnya. 
Dalam keadaan tertentu, bahkan 
sejumlah kecil listrik bisa beraki-
bat fatal,”  demikian penjelasan 
dari laman Mayo Clinic.

Menurut Mayo Clinic, tingkat 
keparahan akibat tersengat listrik 
bergantung dari beberapa faktor, 
antara lain jenis arus listrik, tinggi 
tegangannya, bagaimana arus 
mengalir ke seluruh tubuh, 
kesehatan orang tersebut secara 
keseluruhan dan seberapa cepat 
orang tersebut mendapatkan 
pertolongan. Laman Web MD 
juga menyebutkan banyak 
variable yang menentukan 
dampak yang timbul dari terse-
trum. Listrik bertegangan rendah 
(kurang 
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dari 500 volt), sebut Web MD, 
hanya dapat mengakibatkan 
luka bakar ringan atau mungkin 
cedera yang lebih parah tergan-
tung pada variabelnya. Sedang-
kan Paparan listrik tegangan 
tinggi (lebih besar dari 500 volt) 
berpotensi mengakibatkan 
kerusakan serius. 
Persoalan ini menjadi perhatian 
di Amerika Serikat mengingat 
sekitar 1.000 orang di Negeri 
Abang Sam meninggal setiap 
tahunnya akibat sengatan listrik 
yang mayoritas terjadi di tempat 
kerja. Untuk itu disarankan agar 
berhati-hati ketika hendak 
menolong orang yang tersengat 
listrik bertergangan tinggi.
“Jika Anda akan membantu 
seseorang yang mengalami 
sengatan listrik bertegangan 
tinggi, Anda harus sangat 

berhati-hati agar tidak menjadi 
korban kedua dari sengatan 
listrik serupa,” sebut WD. 
Sementara jika kejadiannya di 
rumah disarankan agar memati-
kan listrik terlebih dulu sebelum 
menolong korban atau menggu-
nakan alat bantu yang berfungsi 
sebagai isolator.
 “Matikan sumber listrik, 
jika memungkinkan. Jika tidak, 
gunakan benda kering nonkon-
duktor yang terbuat dari karton, 
plastik, atau kayu untuk men-
jauhkan sumber (aliran listrik) 
dari Anda dan orang yang 
cedera,” tulis Mayo Clinic.
Dampak Sengatan Listrik
Mayo Clinic menyebut jika 
sangatan litrik berasal dari kabel 
bertegangan tinggi atau petir 
maka dapat menyebabkan luka 

bakar pada korban. Untuk itu jika 
hendak menolong perlu diperha-
tikan rambu-rambu berikut ini; 
jangan berada di dekat kabel 
bertegangan tinggi sampai daya 
dimatikan, jaga jarak setidaknya 
sekitar 6 meter dan lebih jauh 
jika kabel memercik listrik, 
jangan pindahkan orang yang 
mengalami cedera listrik kecuali 
ada bahaya langsung. Selanjutn-
ya setelah listrik dipastikan 
padam maka lakukan pemerik-
saam kondisi orang yang terluka, 
jika ada tanda-tanda antara lain: 
luka bakar parah, kebingungan, 
sulit bernafas, masalah irama 
jantung, gagal jantung, nyeri dan 
kontraksi otot, kejang, 
penurunan kesadaran maka 
segera hubungi layanan gawat 
darurat.
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Web MD menyebut, sengatan 
listrik berarus rendah dan terjadi 
secara singkat tidak menimbul-
kan gejala atau luka bakar pada 
kulit sehingga tidak memerlukan 
perawatan.
 Namun Untuk sengatan 
listrik bertegangan tinggi bisa 
mengakibatkan luka bakar 
sehingga disarankan untuk 
segera membwa ke unit gawat 
darurat rumah sakit.
“Seseorang yang mengalami 
sengatan listrik mungkin hanya 
memiliki sedikit bukti cedera 
eksternal atau mungkin men-
galami luka bakar yang parah. 
Orang tersebut bahkan bisa 
mengalami serangan jantung,” 
tulis Web MD. Berikut gambaran 
kondisi orang yang tersengat 
listrik sebagaimana ditulis oleh 
Web MD : 
• Luka bakar biasanya paling 
parah pada titik kontak dengan 
sumber listrik dan tanah.  
Tangan, tumit, dan kepala adalah 
titik kontak yang umum.
• Selain luka bakar, cedera lain 
mungkin terjadi jika orang 
tersebut terlempar jauh dari 
sumber listrik karena kontraksi 
otot yang kuat.

 Pertimbangan harus 
diberikan pada kemungkinan 
cedera tulang belakang. Orang 
tersebut mungkin mengalami 
luka dalam terutama jika mereka 
mengalami sesak napas, nyeri 
dada, atau nyeri perut.
• Nyeri pada tangan atau kaki 
atau kelainan bentuk pada 
bagian tubuh dapat menunjuk-
kan kemungkinan patah tulang 
akibat sengatan listrik.
• Pada anak-anak, luka bakar 
pada mulut akibat tergigit kabel 
listrik tampak seperti luka bakar 
di bibir. Daerah tersebut memiliki 
penampilan hangus merah atau 
gelap.
 Web MD menyatakan, 
pemulihan akibat tersetrum 
tergantung pada sifat dan 
tingkat keparahan cedera yang 
dialami. 
Sebagai contoh, prosentase 
luas permukaan tubuh yang 
terbakar merupakan faktor 
terpenting yang mempengaruhi 
prognosis.
 Sementara pada orang 
yang tersetrum tetapi tidak 
langsung mengalami serangan 
jantung dan tidak mengalami 
luka bakar parah, kemungkinan 
besar mereka akan selamat. 
Sedangkan

kerusakan listrik pada otak dapat 
mengakibatkan gangguan 
kejang permanen, depresi,kece-
masan, atau perubahan kepriba-
dian lainnya.
“Infeksi adalah penyebab kema-
tian paling umum pada orang 
yang dirawat di rumah sakit 
setelah cedera listrik,” sebut Web 
MD.Berikut adalah langkah-lang-
kah untuk dapat terhindar dari 
tesengat listrik dari Web MD:
• Anak-anak biasanya tersetrum 
karena ada kabel listrik yang 
rusak untuk disarankan agar 
mengganti kabel yang penutup 
luarnya rusak, retak atau kabel 
apa pun yang kabelnya terbuka.
• Jangan biarkan anak-anak 
bermain dengan kabel listrik apa 
pun.
• Gunakan penutup stopkontak 
untuk melindungi anak-anak 
memasukan anggota tubuhnya 
ke stopkontak listrik.
• Pada anak-anak berusia lebih 
dari 12 tahun, Jelaskan kepada 
mereka bahwa tidak boleh 
memanjat menara listrik, 
bermain di dekat sistem trafo, 
atau menjelajahi rel kereta listrik 
atau sistem kelistrikan lainnya.
• Orang yang bekerja dengan 
kelistrikan harus selalu memerik-
sa apakah daya telah dimatikan 
sebelum mengerjakan sistem 
kelistrikan. Hindari penggunaan 
perangkat listrik di dekat air. 
Hati-hati berdiri di air saat 
bekerja dengan listrik.
• Berhati-hatilah saat berada di 
luar ruangan saat terjadi badai 
petir. Lindungi diri Anda dari 
sambaran petir dengan mencari 
perlindungan di gedung yang 
kokoh atau berjongkok rendah 
dan jauh dari pepohonan dan 
benda logam jika tertangkap di 
luar ruangan.
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dr. Azhar Jaya, SH, 
SKM, MARS merupakan 
Direktur Jenderal Pelayanan 
Kesehatan yang dilantik oleh 
Menteri Kesehatan RI, Budi 
Gunawan Sadikin pada tang-
gal 8 Desember 2022. Ia 
menggantikan Dirjen sebel-
umnya, Prof. dr. Abdul Kadir, 
Ph.D, Sp.THT-KL(K), MARS 
yang telah memasuki masa 
purna bhakti.
 Lulusan Fakultas 
Kedokteran Universitas Trisak-
ti dan Peraih gelar Magister 
Administrasi Rumah Sakit dari 
Universitas Indonesia ini 
sebelumnya menjabat 
sebagai Sekretaris Direktorat 
Jenderal Pelayanan Kesehatan 
sejak 19 Agustus 

dr. Andi Saguni, MA 
dilantik oleh Menteri Keseha-
tan RI, Budi Gunawan Sadikin 
sebagai Sekretaris Direktorat 
Jenderal Pelayanan Kesehatan 

2020 hingga 8 Desember 
2022. 
 Mengawali karirnya di 
lingkungan Kementerian 
Kesehatan sebagai staf 
Promosi Direktorat Kesehatan 
Kerja pada tahun 2006, sukses 
mengantarkan pria kelahiran 
Jakarta ini menduduki beber-
apa posisi penting. Tercatat 
beberapa jabatan yang 
pernah dijabat yaitu Kasie 
Promosi Ergonomi dan Kedok-
teran Kerja Ditjen Kesmas, 
Kasubag Perencanaan APBN II, 
berbagai jabatan Kabag di 
Biro Perencanaan, hingga 
Direktur Utama RS Ketergan-
tungan Obat.
Selama berkarir sebagai ASN 
2021 dari Menteri Kesehatan 

 Ia menggantikan dr. Azhar 
Jaya, SH, SKM, MARS yang kini 
menjabat sebagai Direktur 
Jenderal Pelayanan Keseha-
tan. 
 Lulusan Fakultas 
Kedokteran Universitas Hasa-
nuddin Makassar dan peraih 
gelar Master of Arts (Health 
Management, Planning & 
Policy Programme) dari 
University of Leeds, United 
Kingdom ini sebelumnya 
menjabat sebagai Direktur 
RSUP Fatmawati Jakarta sejak 
Desember 2021.  
 Mengawali karirnya di 
lingkungan Kementerian 
Kesehatan sebagai staf 
Program dan Informasi Ditjen

 

Kesehatan, Ia telah menerima 
berbagai penghargaan, 
diantaranya Satya Lancana 
Karya Satya XX Tahun (2020) 
dan Karyawan Teladan 
Kementerian Kesehatan Tahun 
2021 dari Menteri Kesehatan 

 P2PL pada tahun 2005, 
mengantarkannya terus 
berprestasi dan menduduki 
beberapa posisi penting. 
Tercatat beberapa jabatan 
yang pernah dijabat seperti 
Kepala Bagian APBN I dan II 
Biro Perencanaan Setjen 
Kemenkes, Direktur Fasyank-
es, Kepala Pusat Analisis 
Determinan Kesehatan, serta 
Kepala Paskhas Menkes. 
Selama berkarir sebagai ASN 
di lingkungan Kementerian 
Kesehatan, ia telah menerima 
berbagai penghargaan. 
diantaranya Bhakti Karya 
Husada Dwi Windu (2018) dari 
Kementerian Kesehatan dan 
Top 30 ASN Berprestasi (2020) 
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 ebagai upaya mensuk  
 seskan transformasi   
 kesehatan khususnya   
 pada pilar kedua yaitu 
transformasi layanan rujukan, 
Direktorat Jenderal Pelayanan 
Kesehatan melalui Direktorat 
Pelayanan Kesehatan Rujukan, 
menyelenggarakan Penandatan-
ganan Nota Kesepahaman (MoU) 
terkait Jejaring Layanan Pengam-
puan Prioritas antara RS Pengam-
pu Nasional dengan Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Utara yang 
ditandatangani langsung oleh 
Gubernur Sulawesi Utara Olly 

Dondokambey, SE. Kegiatan 
penandatanganan MoU tersebut 
disaksikan langsung oleh Ment-
eri Kesehatan Ir Budi Gunadi 
Sadikin, CHFC, CLU beserta 
jajaran Pimpinan Tinggi di 
Lingkungan Kementerian Kese-
hatan RI.  
 Penandatanganan MoU 
tersebut merupakan salah satu 
lankah yang di laksanakan 
Kementerian Kesehatan guna 
mengembangkan program 
jejaring pengampuan layanan 10 
penyakit prioritas (jantung, 
kanker, stroke, ginjal, DM, gastro-
hepatologi, 

maternal neonatal, tuberkulosis, 
infeksi emerging dan jiwa), 
dimana tujuan utamanya adalah 
bagaimana Rumah Sakit di 
daerah memiliki kemampuan 
yang sama dengan rumah sakit 
di kota besar sehingga angka 
rujukan dapat ditekan dan 
masyarakat dapat dilayani di 
domisilinya tersebut. Konsep ini 
dimulai dengan penunjukan RS 
pengampu nasional, melakukan 
pemetaan kompetensi dan 
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penentuan strata masing-masing 
RS di seluruh Indonesia, pem-
bentukan jejaring dan melaku-
kan kegiatan pengampuan sdan 
standar strata RS. Hal tersebut 
didasari pula karena Kondisi saat 
ini menunjukkan bahwa masih 
terdapat kesenjangan dalam 
pelayanan kesehatan rujukan di 
Indonesia. Masih terdapat rumah 
sakit yang belum mampu 
memberikan pelayanan optimal 
yang dibutuhkan masyarakat 
akibat belum meratanya tenaga 

kesehatan, sarana prasarana, dan 
alat kesehatan sehingga menye-
babkan kesenjangan kompetensi 
dan kualitas pelayanan keseha-
tan rujukan terutama di daerah 
terpencil.
 Menteri Kesehatan 
dalam sambutannya menyam-
paikan Target kemenkes menge-
nai program jejaring pengam-
puan ini menyasar pada seluruh 
provinsi dimana 34 Provinsi 
memiliki minimal 1 RS utama 
dan setiap kabupaten/kota 
memiliki RS Strata madya. 
Penyelesaian program ini khusus 
RS di kabupaten/kota dibagi 
menjadi 2 yaitu 50?ri total RS 

diselesaikan hingga tahun 2024 
dan sisanya diselesaikan pada 
tahun 2027. Penyelesaian 
program yang dimaksud adalah 
pemenuhan SDM, esuai kebutu-
han sarpras, alkes dan layanan 
yang harus dipenuhi 
masing-masing RS sesuai standar 
stratanya masing-masing yang 
sudah ditetapkan. Ada 4 strata 
yaitu dasar, madya, utama, 
paripurna. Setiap layanan 
ditunjuk RS pengampu nasional 
dan RS pengampu regional 

untuk melakukan kegiatan 
pembinaan dan pengampuan ke 
RS diampu di seluruh provinsi di 
Indonesia.
  Ditambahkan pula, 
Untuk mewujudkan keberhasilan 
program pengampuan ini 
diperlukan kolaborasi antara 
Rumah Sakit pengampu, Rumah 
Sakit diampu, Pemerintah 
Daerah serta Dinas Kesehatan 
Provinsi/Kabupaten/Kota. 
Karenanya Kementerian Keseha-
tan RI mengharapkan peran aktif 
dari  pihak pihak terkait agar 
pelaksanaan program pengam-
puan ini berjalan dengan lancar 
sehingga terjadi pemerataan 
pelayanan kesehatan melalui  

transfer of knowledge kemam-
puan rumah sakit pengampu 
kerumah sakit diampu lain di 
wilayah Indonesia agar 
masyarakat dapat mengakses 
layanan setara dengan rumah 
sakit pengampu., ungkap 
Menkes.
 Hal senada disampaikan 
pula oleh Gubernur Sulawesi 
Utara Olly Dondokambey, SE, 
dimana Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Utara berkomitmen, 
untuk terus meningkatkan 
kualitas layanan 

dan pemerataan layanan keseha-
tan bagi seluruh masyarakat 
Sulawesi Utara dengan men-
dukung upaya transformasi di 
bidang layanan kesehatan 
rujukan pada 8 penyakit priori-
tas, yaitu: kanker, jantung, tbc, 
stroke, kesehatan ibu anak, 
ginjal, DM dan penyakit infeksi 
serta kesehatan jiwa. Selain itu 
juga, Pemerintah Provinsi juga 
akan senantiasa bersinergi 
dengan semua Pemerintah 
Kabupaten/Kota untuk memaksi-
malkan upaya penguatan sistem 
rujukan pelayanan kesehatan 
melalui penyiapan SDM keseha-
tan, dan dukungan pendanaan 
melalui APBD Provinsi maupun 
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 alam Gelaran Rapat   
 Kerja Kesehatan Nasional  
 (Rakerkesnas) Tahun   
 2023, Direktorat Jenderal 
Pelayanan Kesehatan selaku 
penanggung jawab Pilar dua, 
Transformasi Layanan Rujukan 
menyelenggarakan Pleno Best 
Practice Transformasi Layanna 
Rujukan, dengan menghadirkan 
Narasumber dr. Supriyanto 
Dharmorejo, Sp.B, FINACS, M.Kes 
(MMRS), Direktur RSUD dr Iskak 
Tulungagung Jawa Timur.
Pleno Best Practice Pilar Transfor-
masi Layanan Rujukan merupa-
kan salah satu upaya berbagi 
pengalaman dan pengetahuan 
dari Direktorat Jenderal 
Pelayanan Kesehatan kepada 
para peserta Rakerkesnas 2023 
dalam upaya meningkatkan 
kualitas dan akses layanan 
kesehatan kepada masyarakat. 
Hal tersebut senada dengan 
�loso� Transformasi Kesehatan 
yang disampaikan Menteri 
Kesehatan dalam gelaran 
Rakerkesmas Tahun 2023.
 Dalam paparan nya, dr. 
Supriyanto Dharmorejo, Sp.B, 
FINACS, 

M.Kes (MMRS) menyampaikan 
dalam upaya menciptakan 
layanan rujukan yang paripurna 
diperlukan Profesionalisme 
Direktur RS Milik Pemda  serta 
didukung dengan komitmen 
seluruh jajaran dan stakeholder 
dalam pengembangan 
pelayanan Rumah Sakit yang 
bermutu, Kemudian diperlukan 
Pengembangan Managemen 
Rumah sakit berbasis Teknologi 
Informasi untuk menjamin 
akuntabilitas agar tahan terha-
dap upaya intervensi yang bisa 
merusak atau mengganggu 
kinerja Rumah sakit dan memini-
malisir abuse of profession. Salah 
satu upaya untuk mencapai hal 
tersebut melalui peningkatan 
akses pelayanan rujukan melalui 
PSC 119  Call Centre (PSC) 
sebagai Patient Referral Tra�c 
Control untuk menjamin akse-
sibilitas dan akuntabilitas 
rujukan, yang hasil akhirnya akan 
meningkatkan pendapatan 
Rumah sakit mendukung 
peningkatan pelayanan RS yang 
profesional.

dr. Azhar Jaya, SKM, MARS di 
akhir sesi menyampaikan bahwa, 
kunci menuju kesuksesan 
Transformasi Layanan Rujukan 
adalah Konsistensi. Hal tersebut 
menjadi sangat penting karena 
Pelaksanaan transformasi kese-
hatan merupakan tanggung 
jawab Negara kepada 
masyarakat, karenanya titik 
fokusnya ada pada masyarakat. 
dalam upaya percepatan 
pelaksanaan Transformasi 
Kesehatan, khusus nya pilar 
Transformasi Layanan Rujukan, 
diperlukan kerja sama dari 
semua pihak, Kementerian 
Kesehatan tidak dapat bekerja 
sendiri, dibutuhkan dukungan 
dari seluruh pihak, terutama 
dari seluruh Dinas Kesehatan 
dari tingkat Provinsi hingga 
Kabupaten Kota.
 Dalam Gelaran 
Rakerkesnas 2023 kali ini, Direk-
torat Jenderal Pelayanan Keseha-
tan turut pula mengelar Coach-
ing Clinic dengan melibatkan 
Direktorat-Direktorat yang 
berada dilingkungan Ditjen 
Yankes. Tema yang diangkat 
dalam Coaching Clinic tersebut 
antara lain, Perijinan dan Regis-
trasi Klinik, Pengampuan dan 
Jejaring Rumah Sakit, Rumah 
Sakit Pemdidikan, Akreditasi, 
Telemecine/Sisrute, Kelas Rawat 
Inap Standar (KRIS), Rekam 
Medis Elektronik (RME), dan 
Aplikasi Sarana, Prasarana, dan 
Alat Kesehatan (ASPAK).

WARTA YANKES 31

BEST PRACTICE PILAR TRANSFORMASI 
LAYANAN RUJUKAN

D

� � � � � �� � � � � �



 ementerian Kesehatan   
 RI saat ini tengah gencar  
 mendorong masyarakat  
 Indonesia untuk tidak 
perlu berobat keluar bila memer-
lukan tindakan atau perawatan 
medis. Salah satu upaya yang 
ditunjukan permerintah adalah 
dengan meningkatakan layanan 
di Rumah Sakit milik Pemerintah, 
salah satunya adalah Rumah 
Sakit Umum Pusat (RSUP) 
Fatmawati Jakarta. RSUP 
Fatmawati sebagai salah satu 
Unit Pelaksana Vertikal Kemente-
rian Kesehatan saat ini telah 
memiliki kompetensi dan 
kemampuan layanan ortopedi 
dan rehabilitasi medik yang 
setara dengan Rumah Sakit di 
ASEAN bahkan di Asia.
Direktur Utama RSUP Fatmawati, 
dr. Andi Saguni, MA dalam 
kegaiatan Konferensi Pers 
Pelayanan Unggulan Orthopedic, 
menyampaikan “RSUP Fatmawati 
betul-betul berupaya dan 
tentunya berkomitmen agar 
masyarakat Indonesia memilih 
layanan kesehatan di dalam 
negeri saja, tidak perlu keluar 
negeri. Khususnya dalam 
layanan ortopedi yang merupa-
kan unggulan di RSUP Fatmawa-
ti.”
 Layanan Ortopedi di 
RSUP Fatmawati didukung oleh 
dokter-dokter spesialis dan 
sub-spesialis yang terbaik serta 

peralatan pendukung yang 
mutakhir. Antara lain RSUP 
Fatmawati memiliki alat X-Ray 
Intraoperatif 3 Dimensi (O-arm). 
Alat yang menunjang proses 
operasi secara mutakhir ini 
belum tersedia di rumah sakit 
pemerintah lain selain RSUP 
Fatmawati.
 Pasien yang datang ke 
RSUP Fatmawati akan ditangani 
oleh tim dokter ortopedi yang 
terdiri dari dokter spesialis bedah 
ortopedi, rehabilitasi medik, 
saraf, radiologi, dan anestesi. 
Mereka terdiri dari 5 dokter 
spesialis ortopedia ahli tulang 
belakang (spine), 2 dokter 
ortopedia ahli lutut (Knee), 2 
dokter ortopedi ahli pinggul 
(hip), 1 dokter ortopedia ahli 
pediatrik, 2 dokter ortopedia ahli 
pergelangan kaki, 2 dokter 
ortopedia ahli bahu dan siku, 1 
dokter ortopedia ahli pergelan-
gan tangan, serta 1 dokter 

ortopedi ahli kanker tulang 
(onkologi). Total ada 16 dokter 
spesialis ortopedi yang bertugas 
di RSUP Fatmawati.
 dr. Andi Saguni, MA 
menyatakan “RSUP Fatmawai 
merupakan bagian dari sistem 
kesehatan nasional yang perlu 
mengambil peran dalam mem-
bendung laju masyarakat untuk 
memilih berobat ke luar negeri. 
RSUP Fatmawati berkomitmen 
untuk terus memastikan layanan 
ortopedi di Indonesia bisa 
dengan mudah diakses 
masyarakat melalui jaminan 
mutu pelayanan. RSUP Fatmawa-
ti siap untuk menangani 
kasus-kasus ortopedi yang 
menjadi permasalahan di Inone-
sia, pasien-pasien yang membu-
tuhkan layanan ortopedi tidak 
harus ke luar negeri, ke Singapu-
ra, ke Malaysia, cukup di dalam 
negeri.”
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 ekretariat Jenderal DPR  
 RI bersama Kementerian  
 Kesehatan melakukan   
 penandatanganan Nota 
Kesepahaman Integrasi Layanan 
Kesehatan berbasis Call Center 
139 DPR RI dan 119 Kementerian 
Kesehatan RI. Direktur Jenderal 
Pelayanan Kesehatan dr. Azhar 
Jaya, SH, SKM, MARS dan 
Sekretaris Jenderal DPR RI Dr. Ir. 
Indra Iskandar, M.Si menan-
datangani Nota Kesepahaman 
tersebut, yang disaksikan 
langsung Wakil Ketua DPR RI 
Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco 
Ahmad, SH, MH.

 SPGDT (Sistem Penang-
gulangan Gawat Darurat Terpa-
du) merupakan suatu 
mekanisme pelayanan korban 
atau pasien Gawat darurat yang 
terintegrasi dan berbasis call 
center dengan menggunakan 
kode akses telekomunikasi 119 
dengan melibatkan masyarakat. 
Kode akses 119 merupakan 
panggilan untuk kejadian gawat 
darurat, 

suatu keadaan yang dapat 
terjadi kapan dan dimana saja, 
serta memerlukan penanganan 
yang segera, sehingga dibutuh-
kan tersedianya layanan kega-
watdaruratan yang mudah 
diakses dan handal.Dalam 
SPGDT Pemerintah Kabupaten 
dan Kota memiliki kewajiban 
untuk membentuk Public Safety 
Centre (PSC) 119 pada daerahnya 
masing-masing. Kondisi saat ini, 
dari 514 Kabupaten dan Kota 
se-Indonesia, terdapat 340 
Kab/kota yang telah memiliki 
PSC 119 dengan kinerja dan 
ketersediaan sarana serta prasa

rana (ambulans) yang bervariasi. 
Sedangkan sisanya, 174 kab/kota 
masih belum memiliki PSC 119. 
Hal ini menunjukkan masih 
belum semua daerah berkomit-
men dalam penyediaan layanan 
kegawatdaruratan.
 Direktur Jenderal 
Pelayanan Kesehatan dalam 
sambutannya menyampaikan 
dengan adanya Penandatanga-
nan Nota Kesepa

haman Integrasi Layanan Kese-
hatan Berbasis Call Center 139 
dan 119 dapat mejadikan 
momentum yang tepat guna 
mendorong daerah kabupaten 
kota untuk dapat segera mem-
bentuk PSC 119 dengan Sarana 
prasarana SDM dan peralatan 
khususnya Ambulans standar 
Gawat Darurat, dan mengopera-
sionalkannya.
 Kami mohon dukungan 
Bapak Ibu Dewan yang terhor-
mat untuk bersama sama men-
dorong Pemerintah Kabupat-
en/Kota di daerah pemilihannya 
masing-masing, melalui Kemen-
trian Dalam Negeri untuk mem-
bantu mendorong Pembentukan 
dan mengoperasional PSC 119 
sesuai standar. Harapan kami 
adalah tersedianya pelayanan 
terbaik bagi anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia dan semua 
masyarakat yang membutuhkan 
layanan kegawatdaruratan 
sehingga dapat menurunkan 
angka kecatatan dan kematian, 
tutup dr. Azhar Jaya, SH, SKM, 
MARS.
 Pada kesempatan 
tersebut turut pula diselenggara-
kan penandatanganan Nota 
Kesepahaman antara Sekretaris 
Jenderal DPR RI dengan Kepoli-
sian Negara Republik Indonesia 
tentang Bantuan Pengamanan 
dan Penegakan Hukum berbasis 
Call Center 139 DPR RI terinte-
grasi dengan Layanan Polisi 110.
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 eberapa waktu lalu   
 sudah ditetapkan   
 undang undang tentang  
 Kesehatan. Dalam 
undang undang ini juga diatur 
tentang upaya percepatan 
pemenuhan sumber daya 
manusia bidang kesehatan. Oleh 
sebab itu Rumah Sakit Pendi-
dikan juga nanti akan dapat 
berfungsi sebagai penyelengga-
ra program spesialis dan subspe-
sialis sesuai peraturan perundan-
gan yang berlaku. 
 Untuk selalu menjaga 
mutu dan lancarnya proses 
pendidikan di RS Pendidikan, 
Kementerian Kesehatan telah 
mengeluarkan Permenkes 
Nomor 31 Tahun 2022 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 93 Tahun 
2015 tentang Rumah Sakit 
Pendidikan dan Kepmenkes 
Nomor 16 Tahun 2023 tentang 
Instrumen  

Penilaian Rumah Sakit Pendi-
dikan dan Rasio Jumlah Dosen
dengan Mahasiswa di Rumah 
Sakit Pendidikan, maka penye-
lenggaraan RS pendidikan 
perlu segera menyesuaikan 
implementasi tugas, fungsi dan  
tanggungjawab sebagai RS 
pendidikan, baik utama, satelit 
maupun a�liasi.
 Dari  sekitar 429 rumah 
sakit yang sudah digunakan 
sebagai tempat pendidikan 
dokter/dokter gigi, dokter 
spesialis/dokter gigi spesialis 
namun baru 256 rumah sakit 
yang telah mendapat penetapan 
sebagai Rumah Sakit Pendidikan 
dari Menteri Kesehatan. 
Sejumlah 173 RS yang belum 
ditetapkan sebagai RS Pendi-
dikan menjadi tugas yang cukup 
berat bagi Kementerian Keseha-
tan. 

 Rumah Sakit Pendidikan 
memiliki fungsi pelayanan, 
pendidikan, dan penelitian 
bidang kedokteran, kedokteran 
gigi, dan kesehatan lain. Fungsi 
tersebut merupakan bagian dari 
implementasi sistem kesehatan 
akademis yang terintegrasi 
untuk peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan melalui 
pendidikan dan riset di bidang 
kesehatan.
 Dalam menjalankan 
fungsi pelayanan bidang kedok-
teran, kedokteran gigi, dan 
kesehatan lain, Rumah Sakit 
Pendidikan bertugas menye-
lenggarakan pelayanan keseha-
tan terintegrasi dengan meng-
utamakan tata kelola klinis yang 
baik, perkembangan ilmu dan 
teknologi kedokteran, kedokter-
an gigi, dan kesehatan lain 
berbasis bukti dengan memper-
hatikan aspek etika profesi dan 
hukum kesehatan.
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     akil Menteri Kesehatan  
    Prof. dr. Dante Saksono  
    Harbuwono,    
    Sp.PD-KEMD, Ph.D. 
membuka Pertemuan Koordinasi 
Pembinaan dan Pengawasan 
Akreditasi Fasyankes di dampingi 
Direktur Mutu Pelayanan Keseha-
tan dr. Yanti Herman, SH, MH.Kes. 
Pertemuan yang diselenggara-
kan di Jakarta tersebut, turut 
dihadiri oleh Staf Ahli Menteri 
Bidang Hukum Kesehatan, 
Kepala Biro Hukum, Direktur 
Mutu Pelayanan Kesehatan, 
Inspektorat I Kementerian 
Kesehatan,Tim Pembina dan 
Pengawas Penyelenggaraan 
Akreditasi Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan.

 Dalam rangka pencapa-
ian target RPPJMN 2020-2024, 
dimana pada tahun 2024, 
seluruh Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama dan Rumah 
Sakit harus terakreditasi, maka 
Kementerian Kesehatan mem-
buat strategi dan melakukan 
upaya peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan di seluruh 
fasilitas pelayanan kesehatan 
baik Rumah Sakit, Puskesmas, 
Klinik, Laboratorium Kesehatan, 
Unit transfusi darah dan tempat 
praktik Mandiri Dokter /Dokter 
gigi, standar mutu, serta sesuai 
dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan terkini, sebagai 
perwujudan pemenuhan hak 
pasien.

 Perbaikan dalam penye-
lenggaraan pelayanan kesehatan 
membutuhkan fokus seksama 
terhadap mutu layanan keseha-
tan, yang meliputi penyelengga-
raan layanan yang efektif, aman, 
dan berfokus pada pasien serta 
tepat waktu, adil, terintegrasi 
dan e�sien. 
 Mutu Pelayanan Keseha-
tan adalah sejauh mana layanan 
kesehatan yang diberikan 
kepada individu dan masyarakat 
dapat meningkatkan luaran 
kesehatan yang optimal, diberi-
kan sesuai dengan standar baik 
standar pelayanan dan 
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Peningkatan mutu pelayanan 
kesehatan tentunya harus 
dilakukan oleh fasilitas 
pelayanan kesehatan itu sendiri, 
baik dilakukan melalui penye-
lenggaraan manajemen risiko di 
setiap unit pelayanan di fasyank-
es, penetapan dan pengukuran 
indikator mutu prioritas di 
masing-masing fasyankes, 
pengukuran dan pelaporan 
Indikator Nasional Mutu (INM) 
yang sudah ditetapkan oleh 
Kementerian Kesehatan, penan-
ganan dan pelaporan Insiden 
Keselamatan Pasien (IKP), 
maupun melalui mekanisme 
peningkatan mutu pelayanan 
lain seperti audit, tentu saja 
fasyankes juga membutuhkan 
pengakuan dari lembaga 
tertentu yang diakui oleh Negara 
bahwa pelayanan yang diberikan 
fasyankes tersebut telah 
memenuhi ketentuan standar 
mutu, melalui penyelenggaraan 
akreditasi. 
 Akreditasi merupakan 
salah satu cara dalam peningka-
tan mutu 
 

pelayanan kesehatan yang 
dilakukan oleh pihak diluar-
fasyankes berupa Lembaga 
Penyelenggara Akreditasi. Untuk 
itu, pemerintah mempunyai 
kewajiban untuk menjamin 
validitas status akreditasi yang 
telah dilakukan oleh Lembaga 
Penyelenggara Akreditasi ini 
profesional dan terjamin objek-
ti�tasnya. 
 Salah satu cara validasi 
adalah dengan cara bimbingan 
dan  pengawasan (BINWAS) yang 
dilakukan oleh Kementerian 
Kesehatan ke fasilitas pelayanan 

kesehatan, melalui pembentu-
kan Tim Binwas yang dalam Tim 
Binwas mempunyai tugas untuk 
memastikan proses pelaksanaan 
akreditasi dilakukan sesuai 
dengan prosedur yang berlaku, 
selain itu memastikan bahwa 
status akreditasi sesuai 
dengan kondisi mutu pelayanan. 
pelaksanaannya dengan melibat-
kan pemerintah daerah setem-
pat. Pada pertemuan tersebut 
juga dilaksanakan Penandatan-
gan Pakta Integritas terhadap 
tim Binwas. 
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 SUP Prof. dr. R.D. Kandou  
 Manado berhasil melaku 
 kan operasi transplantasi  
 ginjal pertama kali di 
wilayah Indonesia Timur. Keber-
hasilan ini merupakan akselerasi 
program prioritas transformasi 
layanan rujukan yang diupaya-
kan oleh Kementerian Keseha-
tan.  Direktur Utama RSUP Prof 
dr. R.D Kandou, dr. Jimmy Panele-
wen mengatakan bahwa trans-
plantasi ginjal sudah diren-
canakan sebelum adanya 
pandemi Covid-19, namun 
karena saat itu layanan Keseha-
tan fokus untuk penanganan 
covid-19 maka barulah sabtu, 18 
Maret 2023 berhasil dilak-
sanakan dengan pengampuan 
uro-nefro dari RSUPN dr. Cipto 
Mangunkusumo Jakarta. 
 Dr. Jimmy menjelaskan 
operasi transplantasi ginjal ini 
dipersiapkan dengan baik sesuai 
regulasi dari segi displin ilmu tim 
dokter yang terlibat, respien dan 
pendonor yang cocok dengan 
pasien.  Operasi berlangsung 
selama 4,5

jam mulai pukul 8.30 - 13.00 
WITA dengan melibatkan tujuh 
dokter dari berbagai spesialisasi. 
“Pasien saat ini dalam kondisi 
membaik dan ditempatkan di 
ruang perawatan intensif 
dengan pengawasan ketat, baik 
pasien maupun pendonor 
diawasi ketat oleh Tim dokter 
baik dari RSUP Kandou maupun 
RSCM. Setelah 30 menit pasca 
operasi Pasien bisa mengeluar-
kan urine 600 cc dan tiga jam 
setelah itu 1800 cc" ujar ketua 
tim transplantasi ginjal RS. Prof 
Kandau, dr. Wim Damapolii.
Atas Keberhasilan ini dr. Jimmy 
menyampaikan terima kasih 
kepada RSUPN dr. Cipto Man-
gunkusumo selaku pengampu 
layanan uro-nefro nasional yang 
telah melakukan pendampingan 
selama lima kali terhadap tim 
dokter RSUP Prof Kandou 
ManadoMewakili Menteri 
Kesehatan RI, Plt. Sekretaris 
Direktorat Jenderal Pelayanan 
Kesehatan, dr. Sunarto, M.Kes 
menyatakan program pengam-
puan layanan

 

Hal yang harus dilaksankan  dari 
RS Vertikal adalah mampu 
memberikan layanan terbaik, 
pengampuan sembilan penyakit 
prioritas dan tempat penelitian 
yang bermakna untuk mening-
katkan mutu pelayanan.
Pengampuan layanan uro-nefro 
sangat penting karena penderita 
penyakit ginjal di Indonesia terus 
meningkat. Berdasarkan data 
Kementerian Kesehatan hingga 
tahun 2022 jumlah penderita 
gagal ginjal kronis di Indonesia 
mencapai 6 juta orang. Keber-
hasilan transplantasi ginjal di RS 
Kandau diharapkan bisa dilaku-
kan secara regular dan RS 
Kandou menjadi rujukan Indone-
sia timur untuk tranplantasi 
ginjal.
“Karenanya kemampuan melaku-
kan transplantasi ginjal harus 
bisa dilakukan oleh rumah sakit 
yang sudah diampu mencapai 
tingkat paripurna” ujar dr. 
Sunarto. 
 dr. Sunarto juga mengu-
capkan selamat kepada RSUP 
Kandou karena menjadi rumah 
sakit pertama di wilayah Indone-
sia timur yang mampu melaku-
kan transplantasi ginjal.
“Terima kasih atas upaya kita 
semua memberikan layanan 
yang terbaik untuk masyarrakat 
kita semoga apa yang kita 
lakukan ini memberikan sentu-
han bahwa negara hadir untuk 
pelayanan Kesehatan yang lebih 
baik” tutup dr. Sunarto.
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 alam rangkaian kunjun  
 gan kenegaraan Presiden  
 Republik Islam Iran ke   
 Indonesia, The Vice 
President of Science, Technology 
and Knowledge Based Economy 
of I.R.Iran Dr. Dehghani Firouz-
abadi berserta rombongan 
melakukan kunjungan ke Rumah 
Sakit Umum Pusat dr Hasan 
Sadikin Bandung, dalam rangka 
peninjauaan pilot project kerja 
sama Indonesia-Iran dalam 
bidang teknologi telerobotic 
surgery.
 Kunjungan The Vice 
President of Science, Technology 
and Knowledge Based Economy 
of I.R.Iran Dr. Dehghani Firouz-
abadi ke RSUP dr Hasan Sadikin 
tersebut, disambut langsung 
oleh Direktur Tata Kelola 
Pelayanan Kesehatan, dr. Sunar-
to, M.Kes dan didampingi oleh 
Direksi RSUP dr Hasan Sadikin 
Bandung.dr. Sunarto, M.Kes 
dalam sambutannya menyam-
paikan “Saat ini perkembangan 
implementasi kerjasama robotic 
telesurgery telah menunjukkan 
hasil yang membanggakan. Kami 
telah tahap studi klinis pada 
hewan hidup, dan ahli bedah 
telah berhasil melakukan demo 
robotic telesurgery menggu-
nakan jaringan mati hati sapi 
yang disaksikan oleh Yang Mulia 
Presiden Ebrahim Raisi dan 
Presiden Joko Widodo  saat 
Kunjungan Presiden Republik 
Islam Iran ke Indonesia.

Teknologi telerobotic surgery 
tidak hanya menguntungkan 
untuk mengisi kekurangan 
dokter spesialis bedah.
 Disampaikan pula bahwa 
Teknologi telerobotic surgery 
akan menghasilkan layanan 
bedah yang berkualitas tinggi, 
memperkecil komplikasi pasca 
pembedahan, menurunkan 
beban keuangan, dan perjalanan 
jarak jauh yang seringkali 
berisiko. “Teknologi ini juga 
memberikan akurasi dan manu-
ver bedah yang lebih baik yang 
akan membantu para dokter  
bedah, dan pasien di daerah 
terpencil dapat memiliki akses ke 
prosedur bedah terbaru,” ungkap 
Prof. Dante Saksono Harbuwono.
Untuk diketahui kerja sama 
Indonesia-Iran dalam bidang 
Pengembangan Pusat Bedah 
Robotik  telah dimulai  tahun 
2021 dengan lokus pilot project 
adalah RSUP Hasan Sadikin 
Bandung dan RSUP Sardjito 
Yogyakarta. 

ujuan pengembangan Kerja 
tersebut dalam rangka memberi-
kan kemudahan akses 
masyarakat terhadap layanan 
kesehatan yang bermutu menja-
di upaya pemerintah melalui 
transformasi sistem kesehatan di 
Indonesia, yang salah satunya 
melalui dikembangkannya 
teknologi telerobotic surgery 
kerja sama  Indonesia dan Iran.   
 Hal tersebut  tindak 
lanjut kerja sama Indonesia-Iran 
di bidang kesehatan telah 
berjalan sejak tahun 2018 
melalui MOU kesehatan antara 
Menteri Kesehatan RI dan 
Menteri Kesehatan Republik 
Islam Iran dengan area kerja 
sama meliputi Health Services; 
Pharmaceutical and Medical 
Devices; Health Research and 
Development; Universal Health 
Coverage; Prevention and 
Control of Communicable and 
Non-Communicable Diseases; 
Traditional Medicine; and Health 
Emergency Response and 
Disaster Management.
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         nformasi merupakan   
         salah satu kebutuhan   
        pokok setiap orang.  
Di Indonesia, jaminan terhadap 
pemenuhan informasi ini diatur 
dalam Undang-undang Dasar 
1945.  Dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 pasal 28 F disebut-
kan bahwa setiap orang berhak 
untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan 
lingkungan sosialnya, serta 
berhak untuk mencari dan 
memperoleh, memiliki dan 
menyimpan informasi dengan 
menggunakan segala jenis 
saluran yang tersedia.  Hal 
tersebut mengambarkan bahwa 
setiap warga negara Indonesia 
memiliki hak untuk memperoleh 
informasi baik informasi biasa 
maupun informasi tentang 
pemerintahan melalui berbagai 
sumber.

Pemenuhan kebutuhan  infor-
masi publik oleh lembaga 
pemerintah semakin terbuka 
lebar dengan  disahkannya  
Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbu-
kaan Informasi Publik.  
 Pengesahan undang-un-
dang ini juga dilatar belakangi 
oleh reformasi di tubuh pemerin-
tahan yang menuntut dilak-
sanakannya tata kelola pemerin-
tahan yang baik (good gover-
nance) yang mensyaratkan 
adanya akuntabilitas, transparan-
si, dan partisipasi masyarakat 
dalam setiap proses penetapan 
kebijakan publik dengan cara 
mempermudah jaminan akses 
terhadap informasi publik 
melalui pengembangan sistem 
penyediaan layanan informasi 
secara cepat.  Semangatnya 
adalah dengan keterbukaan 
informasi ini diharapkan dapat 
mewujudkan transparansi 
kepada 

masyarakat yang pada akhirnya 
akan menekan kemungkinan 
adanya praktik korupsi, kolusi 
dan nepotisme dalam penye-
langgaraan negara. Dari sekian 
banyak sumber informasi, arsip 
merupakan salah satunya.
Keberadaan peraturan perun-
dangan ini adalah sebagai 
landasan hukum yang berkaitan 
dengan :
1. Hak setiap orang untuk 
memperoleh informasi;
2. Kewajiban lembaga negara 
(badan publik) menyediakan dan 
melayani permintaan informasi 
secara cepat, tepat waktu dan 
dengan biaya yang ringan dan 
dengan cara yang  sederhana;
3. Pengecualian informasi 
bersifat ketat dan terbatas;
4. Kewajiban badan publik untuk 
membenahi sistem dokumentasi 
dan pelayanan informasi.

Arsip sebagai sumber informasi

 Arsip merupakan salah 
satu sumber informasi penting 
dalam organisasi.  70% informasi 
yang dibutuhkan organisasi 
dalam menjalankan roda kegia-
tannya berasal dari arsip.  Agar 
informasi yang bersumber dari 
arsip ini dapat dimanfaatkan 
dengan maksimal maka arip-ar-
sip yang tercipta sebagai akibat 
pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi organisasi harus dikelola 
dengan baik.  Informasi yang 
dikelola bukan hanya untuk 
kepentingan internal organisasi 
terapi juga untuk pihak eksternal 
yang membutuhkan sesuai 
dengan amanat undang-undang 
KIP.  Pengelolaan arsip menjadi 
akses penting dalam terlak-
sananya Keterbukaan 
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Informasi Publik sebagai jaminan 
terlayaninya hak asasi dan hak 
konstitusional atas informasi.  
Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbu-
kaan Informasi Publik dan 
Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 2009 tentang Kearsipan 
saling berkaitan erat dan relevan 
karena sama-sama mengusung 
prinsip keterbukaan yang 
bermuara pada mendorong dan 
meningkatkan partisipasi aktif 
dari masyarakat dalam proses 
pengambilan kebijakan publik, 
pengelolaan serta pengawasan 
badan publik.  Pengelolaan arsip 
menjadi akses penting dalam 
terlaksananya Keterbukaan 
Informasi Publik sebagai jaminan 
terlayaninya hak asasi dan hak 
konstitusional atas informasi.  
Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbu-
kaan Informasi Publik dan 
Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 2009 tentang Kearsipan 
saling berkaitan erat dan relevan 
karena sama-sama mengusung 
prinsip keterbukaan yang 
bermuara pada mendorong dan 
meningkatkan partisipasi aktif 
dari masyarakat dalam proses 
pengambilan kebijakan publik, 
pengelolaan serta pengawasan 
badan publik.

PPID

 Dalam kaitannya pembe-
rian layanan informasi kepada 
Publik, maka sesuai dengan 
amanat Undang-undang Nomor 
14 Tahun 2008 di tiap kementeri-
an dan Lembaga Negara diben-
tuk Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi (PPID).  PPID 
merupakan lembaga ex-o�cio 
melekat pada pejabat yang 
membidangi informasi publik . 
PPID dijabat oleh seseorang 
yang memiliki kompetensi 

dibidang pengelolaan informasi 
dan dokumentasi.  Terlihat 
kewenangan jelas dimandatkan 
kepada mereka yang memiliki 
kompetensi di bidangnya. 
Kemudian memperbesar 
kewenangan dari sejak pengum-
pulan, pengolahan sampai 
kepada pelayanan informasi. 
Bahkan kewenangannya diperlu-
as sampai pada penanganan 
pengaduan dan penyelesaian 
sengketa.  Struktur organisasi 
PPID umumnya terdiri atas 3 
bidang, yakni bidang pengum-
pulan dan pengolahan informasi, 
bidang kearsipan dan dokumen-
tasi, dan bidang pelayanan dan 
pengaduan. Dalam melak-
sanakan tugasnya, PPID dibantu 

pejabat fungsional, seperti 
pranata humas, pranata komput-
er, statistisi, dan arsiparis.  Untuk 
mendukung tugas ini, PPID 
melakukan sejumlah kegiatan 
untuk menjamin ketersediaan 
informasi secara baik dan kemu-
dahan akses terhadap setiap 
informasi yang diperlukan 
publik.

Pengelolaan Arsip sebagai 
informasi publik

 Merujuk pada struktur 
organisasi PPID, satu  dari tiga 
bidang yang dibentuk adalah 

pan dan  dokumentasi. sesuai 
dengan nama bidangnya, 
bidang kerasipan dan dokumen-
tasi ini memiliki tugas untuk 
mengelola seluruh inormasi 
yang bersumberkan arsip 
dinamis sesuai dengan pedoman 
pengelolaan yaitu, tata naskah 
dinas, pola klasi�kasi, pedoman 
Jadwal Retensi Arsip termasuk 
sistem klasi�kasi dan  keamanan 
arsip serta menyusun daftar 
informasi publik sesuai klasi�-
kasinya untuk diserahkan ke 
PPID untuk keperluan pelayanan 
informasi publik.  Dalam mlnaku-
kan tanggungjawab tersebut,  
pengelolaan arsip dinamis 
dibantu oleh penangung jawab 
pengelolaan arsip aktif dan 
pengelolaan arsip inaktif serta 
menyajikan arsip tersebut untuk 
kempentingan layanan informasi 
kepada publik.  
Pengelolaan arsip dinamis ini 
dilakukan oleh fungsional 
arsiparis.

Layanan informasi publik 

 Membahas mengenai 
layanan informasi publik, tentu 
tidak akan terlepa dari memba-
has terkait hak dan kewajiban 
pemohon informasi publik, 
waktu pelayanan dan tata cara 
mendapatkan informasi publik.  
Hal ini bila dilihat dari sisi user 
yang meminta pelayanan publik.  
Sebaliknya PPID sebagai pem-
beri layanan informasi  juga 
terikat pada  hak dan kewajiban 
sebagai pemberi layanan publik 
pada inistansi pemerintah.  
Terkait kewajiban pengguna 
informasi publik perlu memper-
hatikan Pasal 5 Undang-undang 
KIP yaitu :
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1. Penggunan informasi publik 
wajib menggunakan informasi 
publik sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.
2. Pengguna informasi publik 
wajib mencantumkan sumber 
dari mana ia memperoleh 
informasi publik, baik yang 
digunakan untuk kepentingan 
sendiri maupun maupun untuk 
keperluan publikasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
Hal yang menjadi menarik terkait 
hak pemohon informasi publik 
menurut pasal 4 UU KIP No. 14 
tahun 2008 adalah :
“setiap pemohon informasi 
publik berhak mengajukan 
gugatan ke pengadilan apabila 
dalam memperoleh informasi 
publik mendapat hambatan atau 
kegagalan sesuai dengan keten-
tuan undang-undnag ini”

Kendala Dalam Layaan Informasi 
Publik
 
 Dalam siaran Pers Aliansi 
Jurnal Independen yang diterbit-
kan tanggal 3 Agustus Tahun 
2021 Tentang Rapor Buruk 
Implementasi Keterbukaan Data 
Pemenrintah Indonesia, disebut-
kan bahwa dari hasil penelitian 
disebutkan bahwa Dari total 182 
lembaga publik yang disurvey, 
98.4% lembaga publik telah 
secara proaktif menyediakan 
informasi publik, namun hanya 
1.6% yang menyediakan secara 
penuh seperti yang disyaratkan 
dalam pemenuhan keterbukaan 
informasi publik. Ada lima skala 
penilaian yang digunakan, yaitu 
penuh (100%), sebagian penuh 
(75%), sebagian (50%), kurang 
dari sebagian (25%), dan tidak 
sama sekali (0). Dari 182 lembaga 
yang disurvei 18.1% sudah 
melakukan tindakan secara 

penuh untuk mendukung 
keterbukaan informasi.
Masih dari hasil penelitian yang 
sama disebutkan bahwaada 
beragam alasan penolakan 
permohonan informasi publik di 
antaranya, dokumen kontrak 
tender rahasia negara, harus 
adanya disposisi, data tidak 
tersedia dan dicurigai LSM yang 
ingin mencari buruknya pemer-
intah. 
 Sementara alasan 
pemohon tidak dapat mengaju-
kan informasi publik yaitu harus 
membawa proposal, harus 
membawa akta lembaga, harus 
ada surat tugas dari 
lembaga/kampus dan tidak 
tersedia layanan PPID/petugas.
Dari hasil pengamatan yang 
dilakukan, ternyata alasan yang 
paling banyak dilakukannya 

penolakan adalah karena tidak 
tersedianya informasi yang 
diminta.  Hal ini jelas mengindi-
kasikan bahwa pengelolaan arsip 
belum dilakukan secara komre-
hensif sehingga sulit menemu-
kan kembali arsip yang dicari bila 
diperlukan.  Kurangnya koordi-
nasi antara Unit pengampu PPID 
dengan Unit pencipta arsip 
menyebabkan tidak ditemukan-
nya arsip yang dicari.  
Solusi dari permasalahan ini 
adalah dibuat SOP dan Tata 
Hubungan Kerja yang jelas  
antara PPID dengan Unit Pengo-
lah/unit pencipta arsip termasuk 
juga antara PPID dengan Unit 
Kearsipan.  Hubungan kerja 
antara PPID dan arsiparis ibarat 
sebuah restoran dimana Arsipar-
is adalah yang mengolah 
makanan dan PPID adalah 
pramusajinya. 
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 idup memang penuh   
 dengan pilihan. Sebab   
 memilih jalan hidup dan  
 mempertahankan 
kehidupan dengan memiliki 
keturunan adalah hak asasi 
manusia. Begitu pula bagi wanita 
yang memilih untuk tidak ingin 
memiliki anak dalam pernikahan 
(childfree). Hal tersebut adalah 
pilihannya, meskipun bertentan-
gan dengan norma sosial dan 
agama.
 Childfree menjadi trend 
yang sedang meningkat di Eropa 
hingga menyebar ke Indonesia. 
Istilah childfree mulai trend di 
awal tahun 2020 setelah bebera-
pa publik �gur memutuskan 
untuk tidak memiliki anak 
(childfree). Walaupun istilah ini 
baru populer, namun telah 
dipraktikkan jauh sebelum 
memasuki abad ke-20. Penger-
tian childfree sebagaimana 
disebutkan dalam Oxford Dictio-
nary ialah suatu istilah yang 
digunakan untuk menekankan 
kondisi tidak memiliki anak 

karena pilihan. 
 Sementara Cambridge 
Dictionary juga mendefenisikan 
hal yang sama. Apabila dilihat 
menggunakan kerangka femi-
nist, maka childfree merupakan 
otoritas perempuan untuk 
mengendalikan tubuhnya sendiri 
dan menentukan jalan hidupnya 
sendiri. Topik childfree sedang 
menjadi trend media sosial. 
Padahal istilah pertama kali 
menggunakan kata childfree 
atau childless dalam sebuah 
publikasi di Jurnal Marriage & 
Family Review. Kata tersebut 
digunakan untuk menyebut 
orang tua yang 

belum memiliki anak (mengala-
mi kemandulan) atau orang tua 
yang enggan memiliki anak.
Kini istilah childfree lebih erat 
dengan pilihan seorang wanita 
yang enggan untuk memiliki 
seorang anak setelah menikah. 
Hal ini muncul setelah beberapa 
pesohor wanita menyatakan 
bahwa mereka memilih untuk 
childfree. 
 Memilih untuk tidak 
menjalankan fungsi reproduksi 
secara sepenuhnya. Pada dasarn-
ya fungsi reproduksi berupa 
menstruasi (haid), mengandung 
(hamil), melahirkan, dan menyu-
sui hanya dimiliki oleh wanita. 
Pria tidak mungkin memiliki 
fungsi-fungsi tersebut. Hal itu 
pula yang membedakan kodrat 
wanita dengan pria. Lalu, bila 
ada wanita yang memilih child-
free, maka sudah barang tentu 
dianggap berlawanan dengan 
kodratnya sebagai orang wanita.
Memilih untuk tidak memiliki 
anak cenderung menempatkan 
perempuan di luar batasan 

harapan sosial budaya yang 
didukung oleh pronatalis. 
Pronatalisme berarti bahwa 
wanita yang memilih untuk tidak 
melahirkan anak dipandang 
sebagai tantangan terhadap 
peran alami wanita dan menolak 
esensi mendasar dari identitas 
feminin dalam masyarakat.   
Dalam Sebuah penelitian 
melaporkan bahwa orang yang 
tidak memiliki anak secara suka 
rela (childfree) dinilai lebih 
negatif oleh masyarakat daripa-
da orang yang tidak subur atau 
yang tidak memiliki penjelasan 
untuk tidak 

memiliki anak. Hegemoni 
pronatalis yang sangat
 melekat pada 
perempuan 
menyebab
kan 

pilihan untuk tidak memiliki anak 
selain alasan infertilitas 
mendapat banyak penolakan. 
Hegemoni pronatalis yang 
sangat melekat pada perempuan 
menyebabkan pilihan untuk 
tidak memiliki anak selain alasan 
infertilitas mendapat banyak 
penolakan. 
 Kalangan feminist tidak 
sepaham bila identitas seluruh 
perempuan digabung dengan 
identitas keibuannya, mereka 
konsisten membedakan perem-
puan yang memiliki profesi dan 
pekerjaannya masing-masing 
dengan seorang 
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ibu yang memiliki tanggung 
jawab parenting (pengasuhan 
anak). Wanita yang memilih 
childfree menemukan makna 
feminitas dan identitas sangat 
kompleks dan tidak dapat 
dijelaskan secara memadai bila 
menggunakan gagasan esensia-
lis tentang konvergensi wanita 
dengan seorang Ibu.
 Dari beberapa penelitian 
menyebutkan bahwa perem-
puan tanpa anak secara sukarela 
mayoritas berpendidikan baik, 
dengan sedikit waktu luang dan 
memiliki prioritas lain, seperti 
hubungan dan karir. Selain 
childfree, terdapat pula istiah 
childless yang 

maknanya hampir sama dengan 
childfree. Childless ialah kondisi 
perempuan yang tidak memiliki 
anak disebabkan infertilitas 
(kemandulan). Kajian mengenai 
childless tidak menimbulkan 
banyak kontroversi di kalangan 
ilmuan akademik dan agamis 
karena kondisi tersebut tidak 
dapat dihindari atau bersifat 
permanen (biologis), dalam 
artian bukan sebuah pilihan, 
sehingga menjadi suatu kekec-
ualian. Berbeda dengan child-
free, pertimbangan untuk tidak 
memiliki anak bukan disebabkan 
faktor biologis (infertilitas).   
 Perempuan yang memi-
lih childfree bisa muncul dengan 
berbagai pertimbangan karena 
alasan �nansial atau ekonomi, 
sosial, psikologi dan lain-lain.
Dalam penelitian lainnya 
menyebutkan bahwa di Australia 
menunjukkan bahwa wanita 
Australia berusia 22 hingga 27 
tahun mengungkapkan bahwa 
9,1% keinginan untuk childfree. 
Wanita yang memilih untuk 
childfree adalah kelompok yang 
relatif baru dan berkembang di 
negara-negara industri karena 
munculnya kontrasepsi, pening-
katan partisipasi tenaga kerja 
dan pengurangan perbedaan 
kekuatan peluang pekerjaan 
berdasarkan jenis kelamin.
 Dalam sebuah studi di 
Italia menunjukkan peningkatan 
prevalensi tidak memiliki anak 
secara permanen, dimulai 
dengan wanita yang lahir pada 
1950-an. Childfree lebih umum 
di lingkungan perkotaan, tetapi 
perilaku ini dapat menyebar 
dalam waktu dekat. Banyak 
penelitian yang juga mengkaji 
perubahan pola dalam perilaku 
perkawinan di beberapa negara 
salah satunya Amerika Serikat. 
Memilih gaya hidup tanpa anak 
mewakili perubahan lain dalam  

dalam komposisi keluarga dan 
menjadi trend baru. 
 Berbeda dengan nega-
ra-negara lain, Jepang mengala-
mi penurunan angka kelahiran 
sejak pertengahan 1970-an dan 
pada tahun 1990-an dikaitkan 
dengan peningkatan angka 
lajang pada usia 20 - 30 tahun. 
Pernikahan dan melahirkan anak 
masih sangat terkait erat di 
negara ini. Wacana yang gigih 
dan meresap dari pejabat, 
media, dan elit intelektual 
Jepang berusaha membujuk 
laki-laki dan perempuan yang 
lajang untuk mengikuti peran 
gender tradisional. Pemerintah 
Jepang khawatir akan masa 
depan negaranya bila angka 
pernikahan dan kelahiran terus 
menurun. Situasi ini menyiratkan 
kuatnya tantangan bagi 
pasangan yang sekiranya memi-
lih untuk childfree. Mereka akan 
diklaim tidak bertanggung jawab 
oleh negara.
 Apa pun pilihan hidup 
yang kita ambil memiliki 
konsekuensi. Terkadang 
konsekuensinya akan lebih 
buruk bila pilihan yang diambil 
tidak sejalan dengan kodrat. 
Begitu pula pada wanita yang 
memilih childfree. Pesohor-peso-
hor wanita yang memilih child-
free memang merasa bahwa 
keputusan tersebut adalah 
pilihan hidup yang lebih baik 
dengan berbagai alasan. Namun, 
benarkah demikian? Apakah 
pernikahan tanpa memiliki anak 
adalah kehidupan yang lebih 
baik?
 Anak-anak dapat meng-
hadirkan tawa dan cinta, tetapi 
terkadang juga menyebabkan 
kelelahan, kekhawatiran, frustra-
si, dan sakit hati bagi orang tua 
yang merawat mereka. Sementa-
ra beberapa hasil penelitian 
menunjukkan 
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bahwa orang yang memilih 
childfree merasa memiliki 
pernikahan yang lebih bahagia. 
Mereka juga merasa kepuasan 
pernikahan menurun ketika 
seorang bayi lahir. Pasangan 
childfree juga cenderung 
mendapatkan skor yang lebih 
baik pada pengukuran terkait 
dengan kesehatan mental.
Dalam sebuah ulasan yang 
diterbitkan pada jurnal Annals of 
Agricultural and Environmental 
Medicine mendukung peningka-
tan kesehatan mental pada 
wanita yang tidak memiliki anak 
di Polandia. Penelitian mereka 
menyimpulkan bahwa wanita 
yang memilih untuk tidak 
memiliki anak memiliki kualitas 
hidup dan persepsi kesehatan 
pribadi yang lebih baik.
 Meskipun demikian, 
tidak semua penelitian menun-
jukkan dampak baik childfree 
terhadap kesehatan �sik dan 
mental. Sebuah penelitian 
lainnya pada wanita di Australia 
menunjukkan hasil yang berla-
wanan. Wanita yang memilih 
childfree memiliki risiko yang 
lebih besar mengalami keseha-
tan �sik dan mental yang buruk 
dibandingkan dengan wanita 
yang memiliki anak. Peneliti juga 
beranggapan bahwa kesehatan 
wanita yang tidak memiliki anak 
pada usia suburnya mungkin 
berdampak terhadap kesehatan 
jangka panjang. Beberapa 
penelitian di Republik Rakyat 
Tiongkok, Amerika Serikat, dan 
Kanada menunjukkan bahwa 
wanita tanpa anak akan men-
galami kesepian, depresi, dan 
tekanan psikologi yang lebih 
besar pada usia lanjut. Hasil 
penelitian tersebut menunjuk-
kan bahwa dampak buruk 
childfree terhadap kesehatan 
mental cenderung muncul pada 
usia tua.

 Nyatanya, setiap kondisi 
dalam kehidupan selalu mempu-
nyai dua sisi. Terdapat sisi buruk 
dan sisi baik. Termasuk bukti 
penelitian yang saling bertentan-
gan tentang kesehatan �sik dan 
mental pada wanita yang memi-
lih childfree. Begitu pula dengan 
risiko terkait kesehatan di masa 
tua. Berbagai penelitian men-
gungkapkan penyakit-penyakit 
tertentu terbukti lebih mungkin 
dialami oleh wanita yang tidak 
memiliki anak hingga akhir 
hayatnya. Terutama risiko 
mengalami penyakit kanker 
pada wanita.
 Penelitian-penelitian 
epidemiologi telah menempat-
kan faktor fungsi reproduksi 
wanita sebagai faktor yang 
paling erat kaitannya dengan 
kemunculan beberapa kanker 
yang paling sering dialami oleh 
wanita yaitu kanker payudara, 
endometrium (lapisan dalam 
rahim), dan kanker ovarium 
(indung telur). Wanita yang tidak 
pernah melahirkan dan menyu-
sui anak cenderung lebih mun-
gkin mengalami kanker payuda-
ra, endometrium, dan kanker 
ovarium dibandingkan dengan 
wanita yang memiliki anak.
 Wanita yang memilih 
childfree tentu tidak akan 
mengalami fungsi kehamilan, 
melahirkan, dan menyusui. 
Padahal ketika seorang wanita 
mengalami fungsi-fungsi terse-
but secara alami proses hormon-
al pada tubuh akan mengalami 
perubahan. Perubahan tersebut 
dapat mengurangi risiko kanker 
payudara. Kehamilan juga akan 
menyebabkan penurunan 
jumlah total siklus pelepasan sel 
telur dari indung telur (ovulasi) 
yang erat kaitannya dengan 
penurunan risiko kanker ovari-
um. Demikian pula dengan 
lapisan endometrium dalam  
rahim.  

 Endometrium sangat 
sensitif akan lingkungan 
hormonal. Ketika seorang wanita 
mengalami kehamilan, lapisan 
endometrium akan terpapar 
dengan hormon estrogen dan 
progesteron. Paparan hormonal 
tersebut telah terbukti mengu-
rangi risiko kanker endometrium.
Childfree jelas melanggar norma 
sosial dan agama. Sebab memili-
ki anak adalah kebahagiaan dan 
�trah manusia. Penelitian-peneli-
tian juga menunjukkan hasil 
yang saling bertolak belakang 
terkait dengan manfaat childfree 
bagi kesehatan �sik dan keseha-
tan mental. 
 Begitu pula dengan 
dampak kesehatan jangka 
panjang. Wanita yang tidak 
memiliki anak lebih mungkin 
mengalami kanker payudara, 
ovarium, dan endometrium.
Selain itu, wanita usia tua tanpa 
anak juga cenderung akan 
mengalami kematian yang lebih 
cepat. Data dari Japan Collabora-
tive Cohort Study menemukan 
bahwa wanita tanpa anak 
berusia 40 tahun atau lebih 
memiliki tingkat kematian yang 
tinggi akibat semua penyebab 
kematian dibandingkan dengan 
wanita dengan anak. Peningka-
tan risiko kematian juga terjadi 
akibat kanker rahim, ovarium, 
dan kanker serviks.
 Dari berbagai ulasan di 
atas tentunya sebuah pilihan 
kembali kepada kita, dengan 
segala risiko konsekuensi yang 
akan terjadi baik dari sisi positif 
atau sisi negatif. Namun demiki-
an juga perlu adanya penelitian 
lebih dalam lagi untuk mengeta-
hui dampak yang ditimbulkan 
dari fenomena childfree yang 
ada saat ini.
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 pakah Anda tahu   
 Virtual Reality (VR)?.    
 Yups, Virtual Reality (VR)  
 sering kita jumpai dalam 
dunia Gaming pada era generasi 
Z sekarang ini. Virtual Reality (VR) 
adalah  teknologi yang membuat 
pengguna dapat berinteraksi 
dengan lingkungan hasil simula-
si komputer. Suatu lingkungan 
sungguhan dunia nyata yang 
disalin hanya ada dalam imajina-
si. Sebenarnya, teknologi VR ini 
sudah dikembangkan sejak 
tahun 1980-an. Jaron Lanier, 
salah satu pelopor modern dari 
bidang teknologi, mendirikan 
perusahaan VPL Riset pada 
tahun 1985. 
 Pada tahun ini juga ia 
mempelopori serta menciptakan 
google serta sarung tangankan 

 yang dibutuh user dalam 
menggunakan VR. Dalam Era 
Digital baru-baru ini, VR mulai 
dilirik untuk digunakan dalam 
berbagai aspek. Baik itu dalam 
dunia pendidikan, lifestyle, mau 
pun kesehatan.

Virtual Reality dalam Dunia 
Kesehatan dan Keperawatan

 Teknologi diciptakan 
untuk mempermudah pekerjaan 
manusia. Salah satu contoh 
penggunaan teknologi di bidang 
kesehatan adalah mesin CT Scan, 
yang dapat digunakan untuk 
mendiagnosis dan memonitor 
beragam kondisi kesehatan 
tubuh.

 Selain itu, yang sangat 
umum kita jumpai adalah mesin 
USG (Ultrasonography), yang 
dapat digunakan untuk memer-
iksa kondisi kehamilan, mende-
teksi berbagai masalah pada 
jaringan tubuh, organ-organ 
tubuh, maupun pembuluh 
darah. Selain teknologi tersebut, 
pesatnya perkembangan 
teknologi di era digital ini 
menciptakan teknologi baru 
salah satunya adalah teknologi 
Virtual Reality. Berikut merupa-
kan penerapan teknologi Virtual 
Reality dalam dunia kesehatan:
1. Sarana pendidikan di bidang 
kesehatan
Penggunaan teknologi Virtual 
Reality dapat memberikan 
visualisasi secara nyata menge
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nai rekontruksi dari jaringan 
tubuh manusia secara rinci. 
Mulai dari jaringan otot, organ 
dalam, kerangka tubuh, dan 
lainnya. Selain itu, dapat juga 
memvisualisasikan kondisi dari 
suatu penyakit tertentu yang 
mungkin terjadi pada tubuh 
manusia. Dalam penelitiannya 
Ike Puspitaningrum, Rr Sri 
Endang Pujiastuti, Kurniati Puji 
Lestari yang berkaitan dengan 
“Penggunaan Metode VR dalam 
Metode Pembelajaran Lab 
Keperawatan”  menunjukkan 
adanya efek positif pada keper-
cayaan diri mahasiswa keper-
awatan dengan meningkatnya 
kemampuan psikomotorik , 
komunikasi, dan pengetahuan.
2. Memberikan pelatihan (train-
ing) untuk tenaga medis
Selain sebagai sarana pendi-
dikan, teknologi Virtual Reality 
ini juga dapat digunakan sebagai 
sarana untuk memberikan 
pelatihan atau training untuk 
tenaga medis. Perusahaan yang 
mencoba dan berinovasi  untuk 
bidang simulasi VR medis ini 
adalah Oxford Medical Simula-
tion (OMS) yang berbasis di kota 
Oxford, Inggris. Bisa diketahui 
bagaimana jika mengangkat satu 
organ akan memengaruhi organ 
lain, apakah akan ikut terangkat 
juga. Selain itu, mereka bisa 
melakukan praktik operasi 
menggunakan model dan 
kacamata VR. 
3. Membatu perawatan pasien
Teknologi Virtual Reality dapat 
membantu tenaga medis untuk 
melakukan perawatan terhadap 
pasien dengan kondisi penyakit 
tertentu. Pasien dengan kondisi 
nyeri hebat, dengan menggu-
nakan VR dapat menurunkan 
tingkat nyerinya dengan metode 
Guide Imaginary pada VR terse-
but.
 

4. Sarana untuk terapi rehabilita-
si
Virtual Reality juga dapat digu-
nakan sebagai sarana untuk 
terapi dan rehabilitasi pasien 
dengan kondisi kesehatan 
tertentu. Contoh kasusnya, 
untuk mengobati pasien dengan 
kondisi mental PTSD (Post 
Traumatic Disorder) pada korban 
serangan teror Gedung World 
Trade Center (WTC) di New York, 
AS pada 2001. Dalam studi 
peneliti University of Southern 
California Institute for Creative 
Technologies (ICT), yang 
ditampilkan di situs National 
Center for Biotechnology Infor-
mation, ditemukan adanya 
dampak positif dari penerapan 
terapi trauma berbasis VR 
tersebut. Dalam terapi ini, 
peneliti menciptakan kembali 
tragedi teror itu secara virtual. 
Usai menyaksikan reka ulang 
virtual itu, peneliti menemukan 
terapi VR itu sukses mengurangi 
gejala PTSD akut.

Virtual Reality dalam Dunia 
Ortopedi

 Dalam dunia ortopedi VR 
sangat bisa digunakan untuk 
mendapatkan berbagai manfaat, 
baik dalam keilmuan kedokteran, 
keperawatan, �sioterapi, 
maupun keilmuan lain. Antara 
lain :
1. Pembedahan, Pelatihan , dan 
Pendidikan Kesehatan
Virtual Reality dapat digunakan 
Dokter dan Calon Dokter untuk 
memvisualisasikan pembedahan 
ortopedi yang kita tahu cukup 
njlimet dan memakan biaya 
besar. Dengan adanya VR di 
Rumah Sakit Pendidikan seperti 
RS Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso 
Surakarta ini prosedur pembeda-
han ortopedi dapat dimanfaat

kan oleh PPDS/residen sehingga 
mengungkap area yang tidak 
dapat diakses prosedur bedah 
secara nyata yang dapat di�lm-
kan dari berbagai sudut dengan 
kualitas yang menakjubkan dan 
kemudian dikombinasikan 
dengan model bagian tubuh 
yang sedang dioperasi, untuk 
memungkinkan PPDS/residen 
‘beroperasi’ di VR. Karena operasi 
invasif minimal sangat berman-
faat dalam mengurangi biaya 
operasi, komplikasi, dan waktu 
pemulihan.
Serta dapat sebagai sarana 
edukasi yang tepat bagi pasien 
untuk menggambarkan 
prosedur dan tingkat keberhasi-
lan proses penanganan kasus 
ortopedi.
2. Perawatan Pasien
Pasien dengan kondisi nyeri 
hebat, dengan menggunakan 
Virtual Reality (VR) dapat 
menurunkan tingkat nyerinya 
dengan metode penggambaran 
sesuatu yang disukai pasien  
pada VR tersebut sehingga dapat 
menurunkan tingkat nyeri secara 
efektif.
3.Terapi Fisik dan Rehabilitasi
Dalam beberapa penelitian 
Range of Motion(ROM) sedini 
mungkin, dapat mempercepat 
mobilisasi pasien ortopedi 
terutama pasca pembedahan. 
Dalam jurnalnya Mia Nur Ilmiani 
“Pelaksanaan Latihan Range Of 
Motion Dalam Upaya Memperce-
pat Mobilisasi Pasien Pasca 
Operasi Fraktur Tulang Belakang 
Di RSUP Fatmawati”didapatkan 
hasil peningkatan rentang gerak 
mobilisasi dan kekuatan otot 
pada subjek penelitian. Dari 
penelitian tersebut, Virtual 
Reality(VR) dapat dimanfaatkan 
untuk Latihan ROM pasif sedini 
mungkin pada pasien pasca 
operasi. Tanpa harus mengeluh-
kan nyeri, perdarahan,dll.
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 aging kambing adalah   
s salah satu bahan   
 makanan yang populer  
 di banyak negara, 
terutama di Asia dan Timur 
Tengah. Dalam masakan 
tradisional, daging kambing 
sering kali dijadikan bahan 
utama untuk hidangan yang 
beragam, mulai dari gulai, sate, 
hingga kari. Kelezatan daging 
kambing membuatnya menjadi 
pilihan favorit di antara para 
penggemar kuliner yang menyu-
kai rasa daging yang gurih dan 
khas.
 Meskipun demikian, 
daging kambing juga memiliki 
reputasi kurang baik terkait 
dengan kandungan kolesterol 
dan lemak yang tinggi. Daging  

kambing sering kali dikatakan 
sebagai penyebab seseorang 
mengalami tekenan darah tinggi 
dan kolesterol yang tinggi. 
Namun bagaimana fakta sesung-
guhnya terkait daging kambing 
sebenarnya?
 Pertama tama kita harus 
mengetahui ada macam daging 
yaitu daging merah dan daging 
meraholahan. Daging merah 
adalah semua jenis daging 
berotot dari mamalia termasuk 
daging sapi dan kambing. 
Sedangkan daging olahan 
adalah daging yang telah diolah 
melalui pengasinan, 
pengawetan, fermentasi, diasap, 
atau proses lain untuk mening-
katkan raas atau keawetannya. 
Hal ini dapat kita simpulkan ada 

perbedaan antara daging merah 
dan daging olahan yaitu kandun-
gan garam (natrium) dan nitritn-
ya akan lebih banyak pada 
daging olahan dibandingkan 
daging merah. 
 Berdasarkan literatur 
yang ada mengungkapkan 
mengkonsumsi daging olahan 
memiliki risiko lebih besar 
menyebabkan timbul tekanan 
darah tinggi (hipertensi) diband-
ingkan yang mengkonsumsi 
daging merah. Hal ini sejalan 
dengan salah penyebab hiper-
tensi yaitu jumlah garam yang 
dikonsumsi memiliki pengaruh 
terhadap tekanan darah seseo-
rang. Pada kasus daging olahan 
ini dikarenakan 
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tinggi tingkat garam pada 
daging olahan menyebabkan 
tingginya juga kemungkinan 
seseorang menjadi hipertensi. 
Sehingga hal yang disalahkan 
bukan terhadap perihal daging 
kambingnya tetapi bagaimana 
cara memproses daging kamb-
ing.
 Daging kambing sering 
dalam proses pengolahannya, 
seringkali terdapat kebiasaan 
untuk menambahkan banyak 
garam    pada daging kambing. 
Hal ini biasanya dilakukan untuk 
memberikan rasa yang lebih 
gurih pada daging kambing, dan 
jug mengurangi bau amis pada  

daging kambing. Namun, 
penambahan garam dalam 
jumlah yang terlalu banyak pada 
daging kambing bisa memberi-
kan dampak negatif bagi keseha-
tan manusia, terutama jika 
dikonsumsi secara berlebihan.
 Sebaiknya, dalam proses 
pengolahan daging kambing, 
penggunaan garam sebaiknya 
dibatasi dan disesuaikan dengan 
selera masing-masing. Selain itu, 
penggunaan bumbu-bumbu lain 
seperti rempah-rempah atau 
bawang putih dapat memberi-
kan rasa yang lebih enak pada 
daging kambing tanpa harus 
menambahkan terlalu banyak 
garam.

Kemudian bagaimana hubungan 
daging kambing dengan koles-
terol? Pada penelitiaan didapar-
kan daging merah tanpa lemak 
atau lean meat tidak meningkat-
kan kolesterol jahat dalam darah. 
yaitu
 Sedangkan pada daging 
berlemak, daging olahan, 
minyak, makanan cepat saji 
merupakan sumber lemak jahat 
(jenuh) yang dapat menyebab-
kan peningkatan kolesterol. 
 American Heart Associa-
tion menyarankan untuk meng-
konsumsi kolesterol dalam 
jumlah dengan beberapa cara 
yaitu :
- Mengkonsumsi protein nabati 
lebih banyak dibandingkan 
lemak hewani
- Memilih daging tanpa lemak
- Membatasi konsumsi daging 
berlemak dan daging olahan
 Selain itu berikut bebera-
pa tips untuk penikmat daging 
agar bisa menikmati daging 
dengan cara yang lebih sehat 
yaitu
- Membatasi jumlah dan memilih 
jenis daging yang tanpa lemak
- Memakan daging seporsi yaitu 
dua sampai dengan tiga ons atau 
seukuran setumpuk 1 deck kartu
- Memilih daging tanpa lemak
- Potong bagian lemak sebelum 
memasak dan tuangkan lemak 
yang meleleh setelah dimasak
- Gunakan metode memasak 
minim menggunakan minyak 
seperti rebus dan panggang
- Minimalkan makan daging 
olahan
- Kurangi penambahan garam 
atau msg yang berlebihan
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 umah Sakit Pusat Otak   
 Nasional (RPON) adalah  
 rumah sakit terkemuka   
 di Indonesia yang 
mengkhususkan diri dalam 
perawatan dan penanganan 
gangguan kesehatan otak dan 
sistem saraf. Salah satu produk 
unggulan yang ditawarkan oleh 
RPON adalah layanan pemerik-
saan kesehatan otak yang 
disebut "Brain Check Up". Brain 
Check-Up adalah rangkaian 
pemeriksaan untuk mendeteksi 
dini adanya gangguan di otak 
dan pembuluh darah otak 
(seperti infark/kematian sel otak, 
aneurisma, tumor dan lain-lain) 
sebagai upaya pencegahan/ 
prevensi berkembangnya 
penyakit otak lebih lanjut.   

 

 

Layanan ini dirancang khusus 
untuk mengevaluasi kesehatan 
otak seseorang dan memberikan 
informasi penting tentang 
kemungkinan adanya masalah 
kesehatan otak. RS PON men-
awarkan paket general Brain 
Check Up yang melingkupi, 
diantaranya :
- Pemeriksaan Fisik Neurologi
- Pemeriksaan Neurobehaviour
- Pemeriksaan Neuroofthalmolo-
gi
- Pemeriksaan Electroencepha-
lography (EEG)
- Pemeriksaan Trans Cranial          
Doppler/
- Carotic Duplex (TCD/CD)
- Magnetig Resonance Imaging 
(MRI) Brain + Magnetic Reso

nance Angiography (MRA)
- Pemeriksaan Echocardiogra�-               
- Pemeriksaan EKG Dan Treadmill
- Pemeriksaan Laboratorium
- Pemeriksaan Thorax Foto
 Selain itu, RS PON juga 
menawarkan paket lain,  yaitu 
paket Heart Brain Check Up 
dengan tambahan pemeriksaan 
luka penyakit dalam, pulmonolo-
gy, gigi, mulut, dan elekroka-
diogra� (EKG). 
 Namun, biaya ini hanya 
bisa dibayar dengan asuransi 
tertenu saja, seperti asuransi 
Jasindo dan bagi yang belum 
bisa menggunakan BPJS Keseha-
tan. 
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 Layanan Brain Check Up 
ini terbuka untuk siapa saja yang 
ingin mengevaluasi kesehatan 
otak mereka. Terutama bagi anda 
yang berusia 30 tahun keatas, 
yang ingin memastikan keseha-
tan otak dalam kondisi optimal 
atau untuk mengetahui apakah 
ada gejala – gejala awal yang 
mungkin perlu diwaspadai. 

Layanan Brain Check Up di 
RSPON Jakarta memberikan 
solusi bagi mereka yang ingin 
mengetahui kondisi kesehatan 
otak mereka secara rinci dan 
mendalam.
 Layanan ini memberikan 
kesempatan bagi pasien untuk 
mencegahmencegah masalah 
kesehatan otak yang lebih serius 
dengan mengambil tindakan 
yang tepat jika ada masalah yang 
ditemukan dalam pemeriksaan. 
Khusunya bagi pasien yang 
memiliki gangguan kondisi otak 
seperti stroke, dengan adanya 
layanan unggu

lan ini dapat meningkatkan 
kesadaran masyarakat untuk 
rutin melakukan skrining keseha-
tan minimal satu tahun sekali.
RSPON dilengkapi dengan 
fasilitas medis yang modern dan 
canggih, termasuk peralatan 
pemindaian otak seperti MRI dan 
CT scan, yang memungkinkan 
pemeriksaan otak secara rinci 

dan mendalam. 
 Layanan Brain Check Up 
di RPON dilakukan oleh tim 
medis yang berpengalaman dan 
ahli dalam bidang neurologi, 
psikiatri, dan psikologi. Pemerik-
saan ini menggunakan teknologi 
canggih dan modern, termasuk 
tes neuropsikologi dan pemin-
daian otak (brain imaging) 
menggunakan Magnetic Reso-
nance Imaging (MRI) dan Com-
puterized Tomography (CT) scan. 
Dalam layanan ini, pasien 
mendapatkan perawatan yang 
disesuaikan dengan kebutuhan 
mereka, termasuk konseling dan 
pengobatan jika diperlukan. 

Layanan Brain Check Up di 
RPON juga memberikan 
informasi tentang gaya hidup 
sehat, termasuk nutrisi, olahraga, 
dan tidur yang cukup, yang 
dapat membantu mempertah-
ankan kesehatan otak yang baik 
dan mencegah masalah keseha-
tan otak yang lebih serius di 
masa depan. Dengan melakukan 

pemeriksaan kesehatan otak 
secara berkala, Anda dapat 
mengidenti�kasi masalah 
kesehatan otak yang mungkin 
terjadi pada tahap awal. 
Ini memberi Anda kesempatan 
untuk mengambil tindakan yang 
tepat sebelum masalah menjadi 
lebih serius dan memperburuk 
kondisi kesehatan Anda.
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